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ABSTRAK 
 
AJRUL HAKIM ANWAR (B11108506), PENYELESAIAN SENGKETA 
WARIS TENTANG BAGIAN AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK 
PEREMPUAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 
97/Pdt.G/2002/PA.Pkj), dibimbing oleh bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH, 
MH dan bapak H. M. Ramli Rahim, SH, MH. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar 
hukum hakim dalam penentuan ahli waris dan untuk mengetahui bagaimana 
proses penemuan hukum dalam menetapkan bagian para ahli waris dalam 
kasus ini. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene 
Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, dengan memilih 
instansi yang terkait dengan masalah yang akan dibahas pada penulisan 
skripsi ini yaitu Pengadilan Agama Pangkajene dengan berdasarkan data 
yang diperoleh  baik dengan mengadakan wawancara langsung dengan 
hakim maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normative 
yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literature 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah (1) 
Menurut hakim kasus ini dasar hukumnya kepada Alquran, tetapi karena 
pendapat ulama pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dua 
berbanding satu (2:1) itu menurut Alquran tidak qhat’i atau tidak pasti, 
sehingga putusan ini menyimpang dari dua berbanding satu (2:1) karena 
hakim melihat dari bentuk kasuistiknya dan dari segi nilai keadilannya. (2) 
Proses penemuan hukum dalam putusan,  hakim menilai dari aspek 
sosiologisnya yaitu anak perempuan memiliki prestasi yang besar kepada 
kedua orang tuanya sedangkan anak laki-laki tidak memiliki prestasi apa-apa 
sehingga hasil putusan hakim dalam kasus ini satu berbanding satu (1:1) 
yang dimana hasil putusan ini kurang tepat dan menyimpang dari ketentuan 
Alquran dan hadist yang seharusnya dua berbanding satu (2:1). 
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ABSTRACT 
 
AJRUL HAKIM ANWAR (B11108506), Inheritance DISPUTE RESOLUTION 
OF THE HEIRS OF BOYS AND GIRLS (A Case Study of Religious Court 
Decision No. Pangkajene. 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj), led by Prof. Dr. H. M. Arfin 
Hamid, SH, MH, and Mr. H. M. Rahim Ramli, SH, MH. 
 
This study aims to find out what the basic law judge in the determination of 
the heirs and to know how the legal discovery process in setting part of the 
heirs in this case. 
The research was conducted in the District Court of the Religious Pangkajene 
Bungoro Pangkep South Sulawesi, with select institutions associated with the 
problems that will be discussed in this thesis is based on religious court 
Pangkajene with data obtained either by conducting interviews with judges 
and studying the data obtained through research the normative search files / 
documents, books and reading outcomes literature relating to the issues 
discussed. 
The findings obtained from this research include (1) According to judge this 
case the legal basis to the Koran, but because the division of inheritance 
scholarly opinion boys and girls two versus one (2:1), according to the Koran 
does not qhat'i or uncertain, so the decision to deviate from the two versus 
one (2:1) as seen from the shape kasuistiknya judge and in terms of the value 
of justice. (2) The process of legal discovery in the verdict, the judge judging 
from sociological aspects that girls have great achievements to his parents 
while the boys do not have any achievements that result verdict in this case 
one to one (1:1 ) is where the results of this decision are less precise and, 
notwithstanding the Qur'an and hadith that should two versus one (2:1). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
K. Latar Belakang Masalah 
Manusia hidup di duniacp pasti ada aturan yang melekat pada dirinya, 
ada yang hubungan langsung kepada Allah SWT dan ada juga yang 
berhubungan dengan manusia, akan tetapi diantara aturan yang mengatur 
hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan 
tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul akibat dari 
suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah 
meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, 
berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tersebut 
ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alquran. Pada 
dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan sudah jelas maksud 
dan arahnya baik itu ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan. 
Dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak 
laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut : 
“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, 
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua 
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama 
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua 
berbanding satu dengan anak perempuan.”  (Instruksi Presiden No. 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2002:84). 
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Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki 
lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali 
bagian ahli waris perempuan. 
Firman Allah swt: 
 : ءاسنلا(... ِنْيَيَثُْنلاا ِّظَح لثمِرَك َّذلِل ْمُكِدَلاوَا ِْيف ُالله ُمُكُبْيِصوُي11 ) 
Artinya: Allah mensyari’atkan bagi mu tentang  (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
dua orang anak perempuan, dalam QS. An- Nisa: 11 (Yayasan 
Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, 1993:8). 
Dalam kehidupan manusia pada kenyataannya banyak sekali orang 
kesulitan dalam menerapkan hukum kewarisan dikarenakan tidak semua 
orang mengerti tentang ilmu pembagian warisan dan masih jarang sekali 
orang  mengerti tentang ilmu pembagian warisan (faraid). Kewajiban untuk 
belajar masalah waris serta mengajarkannya dimaksudkan agar tidak terjadi 
perselisihan antara keluarga itu sendiri dalam hal waris yang bisa 
mengakibatkan perpecahan keluarga. 
Namun bagi umat muslim di Indonesia aturan Allah tentang kewarisan 
telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama 
dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkaitan 
dengan harta waris. 
Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia 
yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis 
perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia. 
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Kewarisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi 
wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, waris, 
hibah, wakaf, shodakoh, zakat, infaq dan ekonomi syariah. Maka umat Islam 
menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah 
melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah SWT tersebut 
dalam waktu yang sama telah patuh kepeda aturan yang telah ditetapkan 
negara (Amir Syarifuddin, 2001:4). 
Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ada suatu proses 
atau tatacara yang harus diikuti. Yang dinamakan Hukum Acara Peradilan 
Agama adalah perkara yang mencangkup segala peraturan perundang-
undangan negara maupun syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara 
orang bertindak ke muka Pengadilan Agama sampai mendapatkan hasil atau 
putusan dari pengadilan agama tersebut. 
Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama 
adalah Pengadilan negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang 
diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan oleh negara, yang 
menegakkan hukum islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis 
perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia 
(Roihan A. Rosyid, 2007:20). 
Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, dan 
mengadili serata menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum 
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dan keadilan), maka Peradilan Agama dahulunya menggunakan acara yang 
terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga 
acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para hakim (hukum 
Islam yang belum dibukukan dalam bentuk perundang-undangan). Namun, 
setelah adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara 
peradilan agama menjadi kongkrit. Dimana Undang-undang No.7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama Jo. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perbahan 
Undang-undang Peradilan Agama Jo. No. 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Agama (Roihan A. Rosyid, 
2007:20). 
Hukum Acara Peradilan Agama adalah segala bentuk peraturan baik 
yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan negara maupun dari 
syariat Islam yang mengatur bagaimana proses kemuka pengadilan agama 
dalam rangka menyelesaikan perkaranya (Roihan A. Rosyid, 2007:10).  
Pasal 54 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama menyatakan: ”Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur 
secara khusus dalam Undang-undang ini” (R. Soeroso, 2010:270). Ketentuan 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara 
umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan 
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peradilan agama, dan pula hukum acara yang hanya berlaku pada peradilan 
agama (Cik Hasan Basri, 1998:225). 
Dalam memulai dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, 
salah satu pihak yang berperkara harus mengajukan permintaan 
pemeriksaan kepada pengadilan yang dinamakan gugatan atau permohonan. 
Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan 
padanya karena pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Jadi 
selama suatu perkara tidak diminta campur tangan pengadilan untuk diadili, 
pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa, apakah seseorang mau menggugat 
atau tidak sekalipun adalah haknya dirugikan oleh orang lain sepenuhnya 
terserah pada orang itu sendiri, karena hal itu merupakan hak pribadi sendiri 
yang tidak dapat dipaksakan (Yahya Harahap, 2001:185). 
Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas 
peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan 
diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam 
monitoring dan pengawasan hukum acara dan wajib menjalankan hukum 
acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum 
acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya 
seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak 
pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara 
tersebut.   
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Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat 
pada hasil akhir putusan, tetapi harus dimulai pada awal proses pemeriksaan 
perkara, apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan 
sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. 
Dalam sebuah keluarga biasa terjadi permasalahan dalam pembagian 
harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia, oleh karena itu 
dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya tindakan 
hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan agar hubungan keluarga 
tidak terpecah belah dan pembagian harta warisan terbagi dengan seadil-
adilnya. 
Contohnya pada kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 
97/Pdt.G/2002/PA.Pkj, yang melibatkan antara saudara laki-laki dan saudara 
perempuan, dimana saudara laki-laki menggugat saudara perempuan dalam 
hal mempertahankan kedudukannya sebagai ahli waris anak laki-laki untuk 
mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka yang telah meninggal 
dunia. Dalam hasil putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 
97/Pdt.G/2002/PA.Pkj, ternyata bahwa pembagian harta warisan anak laki-
laki dan anak perempuan yaitu satu berbanding satu, yang seharusnya 
menurut Kompilasi Hukum Islam dan Alquran dua berbanding satu. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 
mengenai permasalahan antara kedua saudara kandung yang 
memperebutkan harta warisan dari orang tua mereka yang telah meninggal 
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dunia, dan bagaimana proses penyelesaian hukum dengan hasil putusan 
Pengadilan Agama Pangkajene yang tidak sesuai dengan Alquran dan Pasal 
176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: 
“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, 
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua 
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama 
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua 
berbanding satu dengan anak perempuan.”  (Instruksi Presiden No. 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2002:84). 
L. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam penentuan ahli waris? 
2. Bagaimana proses penemuan hukum dalam menetapkan bagian para ahli 
waris? 
M. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam penentuan ahli waris. 
3. Untuk mengetahui proses penemuan hukum dalam menetapkan bagian 
para ahli waris. 
N. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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2. Dari segi materiil, agar dapat mengetahui sifat obyektivitas penelitian 
dalam penentuan ahli waris. 
3. Dari segi formiil, agar dapat mengetahui cara-cara dan proses pembagian 
harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan hukum 
waris Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian, Prinsip atau Asas, Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip-
Prinsip Hukum Islam (Syariah Islam). 
1. Pengertian Hukum Islam (Syariah Islam). 
Pengertian Hukum Islam (Syari'ah Islam). Hukum syara’ menurut 
ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang bersangkutan dengan 
perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan 
orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau 
berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara’ 
ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti 
wajib, haram dan mubah. 
Syariah menurut bahasa berarti jalan. Syariah menurut istilah berarti 
hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh 
seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan 
(aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. 
Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang 
diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di 
dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim 
dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam 
seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. 
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Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf 
Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh 
ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah 
(kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin.  
Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah 
yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut 
syariat meliputi: 
1. Ilmu Aqoid (keimanan) 
2. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah) 
3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan) 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam 
adalah syariat yang  berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk 
umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan 
dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan 
dengan amaliyah (perbuatan), (Anonim, 2011). 
2. Prinsip atau Asas Hukum Islam (Syariah Islam) 
Sebagai konsekuensi Islam sebagai agama universal selain tidak 
terbatas pada kurun waktu dan tempat tertentu, juga Islam tidak diturunkan 
untuk orang Islam semata melainkan untuk seluruh mahluk yang mengisi 
alam semesta. Terdapat dua dimensi utama yang diatur dalam hukum 
Islam, dimensi pertama adalah Ibadah (hubungan vertika) dan dimensi 
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kedua adalah muamalah (hubungan horizontal), kedua dimensi tersebut 
dalam mengimplementasikannya dikenal prinsip atau asas, yaitu: 
Terjemahannya: “Hukum asal dari ibadah tidak boleh (tidak sah) 
mengerjakannya, sehingga datang perintah untuk mengerjakannya. 
Dan hukum asal (muamalah) kebolehan, mengatur dan mengerjakan 
sesuatu apa yang dikehendaki sehingga datang larangan yang 
mencegah dan mengharamkannya” (M. Arfin Hamid, 2011:87). 
Beberapa prinsip atau titik tolak Hukum Islam yang disebut dengan 
Mabadi’ al-ahkam, yaitu; 
1. Prinsip ketauhidan   
2. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah 
3. Prinsip menghadapi khittab kepada akal 
4. Prinsip memagari akidah dengan akhlak 
5. Prinsip menjadi beban hukum untuk kebijakan jiwa dan kesuciannya 
6. Prinsip agama dengan dunia dalam masalah hukum 
7. Prinsip persamaan 
8. Prinsip menyerahkan masalah ta’zir pada pertimbangan penguasa 
tahkim 
9. Prinsip tahkim (penyelesaian perkara sesuai dengan prosedur hukum) 
10. Prinsip amar ma’ ruf nahi mungkar 
11. Prinsip tasamuh 
12. Prinsip kemerdekaan 
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Perkembangan dalam penetapan hukum Islam, dikenal sejumlah 
prinsip mendasar yang senantiasa harus dipegangi pada setiap upaya 
penetapan hukum. Sejumlah prinsip dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan 
2. Menyedikitkan beban 
3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum 
4. Memperhatikan kemaslahatan manusia 
5. Mewujudkan keadilan yang merata (M. Arfin Hamid, 2011:89). 
Beberapa prinsip umum Hukum Islam, sebagai berikut: 
1. Prinsip akidah yang benar 
2. Prinsip meniadakan perantara antara manusia dengan tuhan 
3. Prinsip menengah dalam segala hal 
4. Prinsip tolong menolong 
5. Prinsip keadilan dan persatuan 
6. Prinsip musyawarah 
7. Prinsip kebebasan 
8. Prinsip toleransi 
9. Prinsip solidaritas sosial (M. Arfin Hamid, 2011:91). 
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3. Ruang Lingkup Hukum Islam (Syariah Islam). 
Ruang lingkup dalam hukum Islam baik yang terdapat Alquran dan 
Hadis secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, 
yaitu: 
1. Hukum I’tiqadiah yaitu yang mengatur hubungan rohanian antara 
manusia dengan Tuhan dan hal-hal yang menyangkut dengan 
keimanan. Hukum dalam bidang kemudian berkembang menjadi ilmu-
ilmu ushuluddin 
2. Hukum-hukum khuluqiah yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir 
manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum ini 
berkembang kemudian menjadi ilmu akhlak. 
3. Hukum-hukum amaliah yang menyangkut hubungan lahiriah antara 
manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan alam 
sekitarnya. Hukum ini berkembang menjadi ilmu syariah (Amir 
syarifuddin, 1990:32-33). 
4. Tujuan Hukum Islam (Syariah Islam). 
Tujuan Hukum Islam itu tidak terbatas pada lapangan materil saja 
yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-hal yang sifatnya formil  
belaka, akan tetapi lebih dari itu Hukum Islam memperhatikan berbagai 
faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat dan faktor kemanusiaan 
dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan 
di dunia dan kebahagiaan dihari kemudian. 
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Dalam lapangan ibadat (sholat, puasa, zakat, dan naik haji) 
dimaksudkan: 
1. Membersihkan jiwa manusia dan mempertemukan dirinya dengan 
Tuhan. Tujuan ini menyangkut kesehatan rohani. 
2. Kesehatan jasmani. 
3. Kebaikan individu dan masyarakat dalam berbagai seginya. 
Dalam lapangan Muamalat, tujuan-tujuan tersebut di atas juga 
nampak jelas, antara lain pada prinsip yang mengatakan: 
1. Menolak bahaya didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan 
2. Kepentingan umum ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan 
golongan (M. Arfin Hamid, 2011:107-108). 
5. Prinsip-Prinsip Pembentukan Hukum Islam (Syariah Islam). 
Dalam Hukum Islam, terdapat banyak prinsip, yang dalam tulisan ini 
hanya akan dikemukakan beberapa daripadanya saja, antara lain:  
a. Tidak Memberatkan dan Tidak Banyak Memberi Beban. 
Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum 
Islam itu mudah dilaksanakan karena tidak banyak memberi beban 
sehingga tidak merepotkan, misalnya: 
Dalam lapangan ibadat: 
1. Sholat hanya diwajibkan dilakukan 5 (lima) kali sehari semalam. 
2. Puasa hanya diwajibkan sebulan penuh dalam satu tahun. 
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3. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai kelebihan 
harta benda dengan jumlah zakat, 10%, 5% atau 2 2/2 %. 
4. Menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup 
bagi mereka yang mampu (M. Arfin Hamid, 2011:93). 
b. Penetapan Hukumnya Secara Berangsur-angsur. 
Hukum Islam tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara 
berangsur-angsur. Alquran sebagai sumber pokok hukum Islam tidak 
diturunkan sekaligus dan lengkap, tetapi diturunkan secara berangsur-
angsur, surah demi surah, ayat demi ayat dan atau peristiwa demi 
peristiwa, misalnya perbuatan minum arak dan main judi tidak 
sekaligus dilarang, melainkan pada awalnya dikatakan, bahwa minum 
arak dan main judi adalah dosa, akan tetapi disenangi oleh banyak 
orang. Jadi semula memang dilarang tapi tidak secara tegas (M. Arfin 
Hamid, 2011:93). 
c. Sejalan Dengan Kebaikan Orang Banyak. 
Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk 
memenuhi kepentingan orang banyak seperti terdapat pada prinsip 
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan 
golongan. Misalnya, talak tiga yang diucapkan tanpa didahului dengan 
talak satu dan dua semula pada masa Rasul dan khalifah Abubakar 
as-Shiddik dianggap sebagai jatuh talak satu saja. Tetapi pada masa 
pemerintahan khalifah Umar bin Khatab dirubah menjadi betul-betul 
jatuh talak tiga dan bukan talak satu. Hal tersebut ditetapkan demikian 
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karena banyak laki-laki yang hanya main-main dengan ucapan itu. Apa 
yang telah ditentukan Umar itu adalah untuk melindungi kaum wanita 
dan memang sesudah ditetapkan demikian, tidak ada laki-laki yang 
berani mempermainkan talak tiga itu (M. Arfin Hamid, 2011:94). 
d. Prinsip Persamaan dan Keadilan. 
Syariat Islam tidak mengadakan diskriminasi antara orang yang 
satu dengan orang yang lainnya berdasarkan perbedaan warna kulit, 
status sosial, status ekonomi dan sebagainya. Perbedaan antara 
orang yang satu dengan orang yang lain disisi Allah hanyalah 
berdasarkan pada kadar ketaqwaan mereka. 
Dengan pemahaman seperti ini, perinsip-perinsip (syari’at) 
dapat diringkas secara global sebagai berikut: 
1. Penurunan syari’at berhungan dengan berdirinya masyarakat 
agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan 
masyarakat ini. 
2. Syari’at turun karena ada sebab-sebab yang menghendakinya, 
dan sebab-sebab turunnya syari’at itu tidak memiliki kesesuaian 
(munasabah) dengannya. 
3. Syariat bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat. 
4. Sebagai hukum-hukum syari’at khususnya kepada nabi 
Muhammad SAW, dan sebagian yang lain dikhususkan pada 
suatu peristiwa. 
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5. Hubungan syari’at dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya 
juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syari’at, 
tetapi syari’at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan 
budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum. 
6. Agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syariat adalah 
upayanya yang selalu, berkesinambungan untuk menyesuaikan 
dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada 
esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan (M. Arfin Hamid, 
2011:94). 
e. Hukum Islam dan Pembentukan Masyarakat. 
Nabi Muhammad SAW, memulai dakwah Islam pada tahun 610 
M. Sekitar 13 tahun, dakwahnya terbatas pada ajakan untuk 
menyembah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan 
menghilangkan penyembahan terhadap berhala, atau membuang 
kebiasaan menjadikan berhala-berhala sebagai jalan menuju Allah. 
Dengan semangat yang kuat, pandangan yang tegas dan ungkapan-
ungkapan yang santun, ayat-ayat Alquran memberikan kabar gembira 
kepada orang-orang yang percaya kepada Allah SWT, memberikan 
janji (ancaman) kepada orang-orang yang mengingkarinya, 
memberikan iming-iming gambaran kehidupan disurga dan neraka, 
dan mengingatkan dekatnya hari perhitungan (yaumul al-hisab). Hal-
hal demikian itu merupakan penguatan kembali cita-cita dan visi-visi 
keimanan, ketakwaan dan moralitas, pengembangan atas sebuah 
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pemahaman terhadap alam yang didasarkan pada hukum tuhan, tanpa 
ada batasan mengenai bentuk hukum ini (M. Arfin Hamid, 2011:95). 
f. Hukum Islam dan Relevansinya. 
Pada masa awal islam perna terjadi perselisihan dalam 
memahami Alquran ketika menafsirkan ayat tanpa mengetahui sebab-
sebab turunnya. Diriwayatkan bahwa ada seorang yang membaca 
ayat: “janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang 
yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, 
janganlah kamu menyangka bahwa meraka terlepas dari siksa, dan 
bagi mereka siksa yang pedih” (QS. Ali’imran (2): 188), lalu ia 
mengatakan: “sesungguhnya setiap orang pasti merasa gembira atas 
apa yang dilakukan kepadanya, dan ia juga mendapat pujian atas apa 
yang tidak dikerjakan dengan tanpa mendapatkan siksaan” (M. Arfin 
Hamid, 2011:96). 
g. Hukum Islam dan Tujuan Kemaslahatan. 
Syari’ah dalam Alquran adalah metode, gaya, atau jalan. 
Syari’ah Islam-metode, gaya, atau jalannya bisa dijelaskan melalui 
penelusuran terhadap hukum-hukumnya, karena ia merupakan 
kemajuan untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan 
masyarakat dan individu, dan tidak cukup berhenti pada teks yang 
terbatas, bergantung pada hukum yang spesifik atau bergumul 
disekitar kaidah-kaidah yang sudah tetap (M. Arfin Hamid, 2011:98). 
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h. Masalah Arak (khamr). 
Orang-orang Islam saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad 
SAW tetang masalah arak, kemudian turun ayat, mereka bertanya 
kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah: pada keduanya 
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (M. Arfin Hamid, 2011:98). 
i. Masalah Perang. 
Perang dilarang bagi kaum muslimin sebelum hijrah melalui 
ayat: “Tolak perbuatan mereka dengan yang lebih baik” (QS. Al-
Mumnun (23): 96). “Maka manfaatkan mereka dan biarkan mereka, 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. 
Al-Ma’idah) (5):13), “kamu bukanlah orang yang berkuasa atas 
mereka” (QS. Al-Qasyiyah (88): 22). Ketika Nabi Muhammad SAW 
hijrah ke Madinah dan berlindung di sana, maka turun ayat, “dan 
perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampai batas, karenasesungguhnya Allah tidak  
orang-orang yang melampai batas” (M. Arfin Hamid, 2011:99). 
j. Masalah Perdamaian (as-salam). 
Ketika orang-orang Islam lebih sedikit dari pada orang-orang 
musyrik, maka turun ayat, dan jika mereka condong pada perdamaian, 
maka condonglah padanya dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesunguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui (M. 
Arfin Hamid, 2011:99). 
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k. Masalah Harta Warisan (al-mirats). 
Sebelum ayat-ayat tentang warisan turun, telah turun ayat 
Alquran yang berbunyi, “diwajibkan atas kamu, apabila seorang 
diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan 
harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya 
secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwah” (M. Arfin Hamid, 2011:100). 
l. Hukum Islam dan Solusi Penyelesaian Kasus. 
Setiap hukum Alquran tidak turun  dalam satu rangkaian, ada 
ayat yang kitabnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mukmin 
secara keseluruhan, seperti, maka orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah mukamu dengan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu 
sampai dengan kedua mata kaki, atau hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-
orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, dan atau hai orang-orang 
beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh (M. Arfin Hamid, 2011:100). 
m. Hukum Islam dan Syariat Sebelumnya (Syar’u man qablana) 
Hubungan syari’at dengan masa lalu tidak terputus, akar-
akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkannya 
syariat, tetapi syari’at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan 
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budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum (M. Arfin 
Hamid, 2011:101). 
n. Hukum Islam Fleksibelitas, dan Kontinuitas. 
Agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari’at 
adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan 
diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada 
esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan (M. Arfin Hamid, 
2011:102). 
B. Prinsip-prinsip Muamalat 
Fikih muamalat menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-
prinsip muamalat, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan 
dalam bermuamalat. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan 
segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh 
menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat 
merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai 
pertanggungjawabannya.  
Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalat adalah terjadinya unsur 
saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah 
dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisaa, 29: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”  
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Dalam fikih muamalat juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip 
muamalat dengan jelas, yaitu: 
1. Pada asalnya muamalat itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan 
pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi’i, Maliki, 
dan Imam Ahmad. 
2. Muamalat itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka. 
3. Muamalat yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan 
menolak madarat bagi manusia. 
4. Muamalat itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, 
dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. 
Prinsip-prinsip muamalat juga mengenal adanya keterbukaan dalam 
transaksi (aqad), dan prinsip itu diantaranya: 
1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan 
transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah 
melanggar aturan syariat. 
2. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas 
tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak bertentangan 
dengan syariat. 
3. Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, dengan tanpa adanya 
paksaan dari pihak manapun. 
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4. Syari (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan 
pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala 
bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. 
5. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan 
penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-
batasnya (Mushlihin, 2013). 
C. Pengertian Hukum Waris dan Dasar Hukumnya 
Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau 
warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek 
lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya  Warastra Yasiru dan kata 
masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu 
wirsan, wirasatan dan  irsan. Sedang kan kata waris adalah orang yang 
mendapat warisan atau pusaka. Dalam  literatur hukum  arab akan ditemukan 
penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari  Miras.  Namun  banyak 
dalam kitab fikih tidak menggunkan kata mawaris sedang kata yang 
digunakan adalah  faraid lebih dahulu dari pada kata mawaris. Rasullulah 
SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis 
riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi: dari ibnui Abas dia berkata, Rasullulah 
bersabda: “Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula 
faraid dan ajarkan kepada orang-orang” (HR Ahmad) (H. Achmad Kuzari, 
1973:168). 
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Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang 
berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:  
1. Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima 
warisan. 
2. Muwaris, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang 
meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya 
penetapan pengadilan.  
3. Al-Irsi, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris 
yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi 
hutang dan menunaikan wasiat.  
4. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.  
5. Tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia 
sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, 
menunaikan wasiat (Ahmad Rofiq, 2001:4). 
Kata Hukum Kewarisan dalam  Kompilasi Hukum Islam (INPRES 
Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur 
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing (Saekan dan Erniati Effendi, 1997:125). 
Istilah hukum waris terkandung suatu pengertian yang mencakup 
kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda 
dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di 
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bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris 
menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:   
2. Waris:   
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) 
orang yang telah meninggal.   
3. Warisan:   
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.   
4. Pewaris:   
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia 
dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat 
wasiat. 
5. Ahli waris:   
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang 
berhak menerima harta peninggalan pewaris.  
6. Mewarisi:   
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah 
mewarisi harta peninggalan pewarisnya (W.J.S. Poerwardaminta, 
1982:1148). 
7. Proses Pewarisan:   
Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :   
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a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih 
hidup, dan   
b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. (Hilman 
Hadikusumah, 1980:23). 
Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman 
Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan 
harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut 
pewaris, baik harta itu  telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak 
terbagi-bagi” (Hilman Hadikusumah, 1980:21). 
Menurut Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang 
mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada 
orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya 
masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan 
dan petunjuk Alquran, hadist dan ijtihad para ahli (Ahmad Zahari, 2008). 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah 
proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik 
yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, 
kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum (Ahmad Azhar 
Basyir, 2004:132). 
Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan 
seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi 
tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati 
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kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini  berlaku dan mengikat 
untuk semua yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004:6). 
Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap 
ketentuan Alquran yang kandungannya  ibadah atau bukan ibadah mahdah 
yang telah dirinci dalam Alquran, seperti hukum kewarisan, perlu diterima 
secara  ta'abbudy atau dierima secara taken for granted. Karena itu 
realisasinya, apa yang ditegaskan Alquran diterima dengan senang hati, 
sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah (Ahmad Rofiq, 
2000:374). 
Selain Alquran, hukum kewarisan  juga didasarkan kepada Sunnah 
Rasulullah SAW, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang 
mukhtalaf fih.   
Ayat-ayat Alquran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum 
kewarisan. Di bawah ini akan dikutip arti dari ayat Alquran dalam QS. An-Nisa 
4:11,  yang menunjuk tentang hukum kewarisan: 
Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, 
maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika  anak 
perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan 
untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika 
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu 
bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal 
itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 
(dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-
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anaknu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, QS. An-
Nisa, 4:11. (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 
1986:116). 
 
D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam  
yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari 
ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas 
dapat diklasifikasikan sebagi berikut: (Suhardi K Lubis, 1995:37). 
1. Asas Ijbari  
Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu 
melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris 
berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal 
kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa 
adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. 
Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis 
hartanya beralih kepada ahli warisnya.  
Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1 dari 
peralihan harta, 2 dari segi jumlah harta yang beralih, 3 dari segi kepada 
siapa harta itu akan beralih. Kententuan asas Ijbari ini dapat dilihat 
antara lain dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7 yang 
menyelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada 
nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya 
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kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari 
harta peninggalan sipewaris.”   
2. Asas Bilateral  
Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan 
Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua 
belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun 
keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam 
ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 antara lain 
dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak  memperoleh 
warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan 
perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. 
Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu 
melalui ayah dan ibu). 
3. Asas Individual  
Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara 
individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli 
waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris 
secara individu  berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi 
bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat 
an-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli 
waris ditentukan secara individu.  
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4. Asas keadilan berimbang  
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan 
antara antara hak dengan  kewajiban dan keseimbangan antara yang 
diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain 
dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam 
hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran 
surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.   
5. Kewarisan Akibat Kematian  
Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta 
hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain 
harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. 
Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan 
dengan pewarisan. 
O. Syarat dan Rukun Waris  
Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan 
perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari 
pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan 
harta warisan didasarkan pada  asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah 
dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada 
kehendak pewaris atau ahli waris (Daud Ali, 1990:129). Pengertian tersebut 
akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak 
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terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 
pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, 
akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis 
menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga 
syarat tersebut adalah: 
1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy  
(misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.  
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris 
meninggal dunia. 
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing 
(Daud Ali, 1990:40). 
Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta 
warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga 
macam, yaitu:  
1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang 
yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar 
telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama 
dibedakan menjadi 3 macam:   
a) Mati Haqiqy (mati sejati).  
Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini 
tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut 
disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat 
dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.  
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b) Mati Hukmy ( mati menurut putusan hakim atau yuridis). 
Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah 
suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena 
adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim 
secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun 
terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat 
Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu 
berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. 
Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad 
hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi 
kemungkinannya.   
c) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan).  
Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian 
(muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang 
ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika 
bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras 
kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. 
2. Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 
kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda 
atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. 
Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris 
diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini 
adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga 
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syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris 
tidak ada halangan saling mewarisi. 
3. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi 
biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat 
(Ahmad Rofiq, 2001:29). 
P. Ahli Waris dan Macam-Macamnya. 
Adapun kriteria sebagai ahli waris tercantum didalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c , yang berbunyi:  
“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” 
(Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 
1999/2000:81). 
Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang 
dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), 
hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak 
terhalang mewarisi seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Meskipun 
demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta 
peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 telah terpenuhi. 
Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada 
juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mati. Dalam hal ini, para ahli 
waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urut-urutan 
penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau 
ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak 
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tergolong sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (dzawil 
arham). Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi 
dua macam, yaitu:  
1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya 
timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab 
menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli 
waris.  
2. Ahli waris sababiyah, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena 
sebab tertentu: 
a. Perkawinan yang sah (al-musoharoh)  
b. Memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena adanya 
perjanjian tolong menolong (Ahmad Rofiq, 2001:59). 
Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa 
golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas 
harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi 
menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. 
Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi 
menjadi tiga golongan, yaitu  dzawil furudl, ashobah, dzawil arham (Ahmad 
Azhar Basyir, 2001:34). 
Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, 
yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian 
sebagai berikut: 
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Ahli waris dari pihak laki-laki ialah: 
a. Anak laki-laki (al ibn). 
b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn) . 
c. Bapak (al ab). 
d. Datuk, yaitu  bapak dari bapak (al jad). 
e. Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh as syqiq). 
f. Saudara laki-laki sebapak (al akh liab). 
g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium). 
h. Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq). 
i. Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab). 
j. Paman seibu sebapak. 
k. Paman sebapak (al ammu liab). 
l. Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq). 
m. Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab). 
n. Suami (az zauj). 
o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang 
memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli 
waris. 
Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah: 
a. Anak perempuan (al bint). 
b. Cucu perempuan (bintul ibn). 
c. Ibu (al um). 
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d. Nenek, yaitu ibunya ibu ( al jaddatun). 
e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab). 
f. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq). 
g. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab). 
h. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium). 
i. Isteri (az zaujah). 
j. Perempuan yang memerdekakan (al mu’tiqah) (Jatimmurah, 2012). 
Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi 
menjadi tiga golongan, yaitu  dzaul furudh, ashabah, dzawil arham dengan 
penjelasan sebagai berikut: 
a. Ahli Waris Dzaul Furudh 
1. Ahli waris dengan bagian tertentu. 
Didalam Alquran dan hadits Nabi disebutkan bagian-bagian 
tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu 
itu. Bagian tertentu itu dalam Alquran yang disebut Furudh adalah 
dalam bentuk angka pecahan yaitu ½, ¼, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3. Para 
ahli waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli 
waris dzaul Furudh (Amir Syarifuddin, 2004:225). 
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2. Ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan. 
Dalam hukum kewarisan islam, disamping terdapat ahli waris 
dengan bagian yang ditentukan atau dzaul furudh yang merupakan 
kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak 
ditentukan secara Furudh, baik dalam Alquran maupun dalam hadits 
Nabi. Mereka mendapatkan seluru harta dalam kondisi tidak adanya 
ahli waris dzaudh furudh atau sisa harta setelah dibagikan terlebih 
dahulu kepada dzaul furudh yang ada. Mereka mendapat bagian 
yang tidak ditentukan, terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, 
atau tidak ada sama sekali. 
Dasar hukum ahli waris dengan bagian terbuka ini adalah 
firman Allah dalam surah an-Nisa (4) ayat 11 dan 176. Dalam ayat 11 
disebutkan adanya hak kewarisan anak laki-laki, namun berapa 
haknya secara pasti tidak dijelaskan. Bila ia bersama dengan anak 
perempuan, yang disebutkan hanyalah perbandingan perolehannya 
yaitu seorang laki-laki sebanyak hak dua orang anak perempuan. 
Dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa bila anak laki-laki 
bersama dengan anak perempuan, maka mereka mendapatkan 
seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau mereka akan 
mendapat seluruh harta bila ada ahli waris lain yang berhak, 
kemudian hasil yang mereka peroleh dibagi dengan bandingan 2:1. 
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Hal demikian berlaku pula bila anak dari pewaris hanyalah anak laki-
laki saja. 
Dalam ayat 176 disebutkan hak kewarisan saudara laki-laki 
dan saudara perempuan. Adapun saudara perempuan disebutkan 
furudhnya yaitu ½ bila sendirian dan 2/3 bila dua orang atau lebih, 
sedangkan saudara laki-laki sama sekali tidak dijelaskan bagiannya, 
kecuali hanya bandingannya dengan saudara perempuan yaitu dua 
banding satu. 
Dengan penjelasan di atas dapat ditetapkan bahwa Hukum 
Kewarisan Islam mengenal ahli waris yang berhak atas seluruh harta 
bila sendirian atau sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada 
ahli waris lain yang jelas bagiannya. Bagian yang diterimanya bersifat 
terbuka (Amir Syarifuddin, 2004:230). 
b. Ahli Waris Ashabah. 
Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta 
atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah 
laki-laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak 
disebutkan dalan Alquran atau hadits Nabi. Anak laki-laki dikembangkan 
kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada 
paman dan seterusnya anak paman, saudara dikembangkan kepada 
anak saudara, hingga komplitlah kerabat dalam garis laki-laki. 
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Kelompok kerabat garis laki-laki ini dalam penggunaan Bahasa 
Arab biasa disebut ashabah. Oleh karena yang berhak atas seluruh harta 
atau sisa harta itu menurut Ahlu Sunnah pada dasarnya adalah laki-laki, 
maka untuk selanjutnya kata ashabah itu digunakan untuk ahli waris yang 
berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli 
waris dzaul Furudh. 
Karena dalam bentuk kewarisan seperti ini tidak ada bagian yang 
tertentu selain dari bandingan bahwa laki-laki memperoleh bagian dua 
kali perempuan dalam pembagian anak atau saudara, maka pembagian 
di sini adalah secara rata-rata. 
Oleh karena kekerabatan itu bertingkat-tingkat dari segi 
keutamaannya, maka tidak mungkin dilaksanakan metode bagi rata bagi 
seluruh tingkat kekerabatan yang berbeda. Maka yang berhak atas sisa 
harta tidak mungkin terdiri dari dua tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, 
ashabah yang berhak atas sisa harta itu hanya terdiri satu selevel saja. 
Kesimpulan itu menimbulkan pemikiran tentang keutamaan sebagaimana 
telah dijelaskan sebelum-nya. Hanya bedanya bahwa keutamaan dalam 
kedudukan sebagai ashabah tidak mesti menutup ahli waris yang 
keutamaannya berada dibawah, tetapi menggesernya dari kedudukannya 
sebagai ashabah. Dalam keadaan ini ia hanya berkedudukan sebagai 
ahli waris dzaul furudh. Umpamanya bila ayah bersama anak laki-laki 
dalam kelompok ahli waris, ia tetap berhak atas warisan, tetapi hanya 
40 
 
sebagai ahli waris dzaul furudh sedangkan yang berhak atas sisa harta 
dalam keadaan ini adalah anak laki-laki. Seandainya anak laki-laki, 
ayahlah yang menjadi ahli waris sisa harta. 
Ulama golongan Ahlu Sunnah membagi ashabah itu kepada tiga 
macam yaitu ashabah bi nafsihi, ashabah bi ghairihi, ashabah ma’a 
ghairihi (Amir Syarifuddin, 2004:231). 
c. Ahli Waris Dzaul Arham. 
Ahli waris dzaul arham secara etimologi diartikan ahli waris dalam 
hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu begitu luas 
dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak 
menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini suda 
dirinci ahli waris yang berhak menerima sebagai dzaul furudh dan ahli 
waris ashabah, dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada 
dzaul Furudh kemudian kemudian harta yang selebihnya diberikan 
kepada ahli waris ashabah. Seandainya masi ada harta yang tertinggal, 
maka kelebihan harta itu diberikan kepada kerabat lain yang belum 
mendapat. Kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamai ahli 
waris dzaul arham (Amir Syarifuddin, 2004:247). 
Bagian-bagian Masing-masing Ahli Waris. Dalam hukum kewarisan 
banyak mengandung persoalan yang sensitif, terutama pada saat pembagian 
harta warisan. Karena pada saat pembagian harta tidak jarang 
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mengakibatkan konflik antar anggota keluarga yang berkepanjangan hingga 
putusnya tali silaturrahmi. Maka untuk menghindari konflik antar anggota 
keluarga, hukum kewarisan Islam telah memberikan pedoman-pedoman bagi 
pelaksanaan pembagian harta waris. Dan  dalam pembagian harta waris ini 
harus dilakukan dengan cermat, penuh kehati-hatian dan seadil-adilnya. 
1. Bagian anak laki-laki adalah: 
a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil 
semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil 
furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya 
memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris 
dzwil furudz (ashabah bin nafsih). 
b. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak 
perempauan, serta ahli waris dzwil furudz yang lain, maka ia 
membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, 
maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan 
surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12. 
2. Bagian anak perempuan adalah: 
a. Seorang anak perempauan mendapat 1/2 bagian, apabila pewaris 
mempunyai anak laki-laki. 
b. Dua anak perempauan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila 
pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. 
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c. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan 
anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-
laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu 
bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa’ Ayat 
11 yang artinya: 
“Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan” (Jatimmurah, 2012). 
Q. Hal-hal yang Menghalangi Waris  
Banyak perbedaan pendapat tentang hal-hal apa saja yang dapat 
menghalangi seorang mendapat hak mewarisi, namun  secara umum hal-hal 
yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada tiga macam, yaitu:  
1. Pembunuhan 
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menjadi 
penghalang mewarisi. Namun kategori pembunuhan sendiri ada 
bermacam-macam dan ada golongan ulama yang berpendapat bahwa 
tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris. Amir 
Syarifudin mengkategorikan macam-macam pembunuhan ini menjadi 
dua, yaitu:  
a. Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa yang termasuk dalam 
kategori pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah 
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pembunuhan dalam peperangan, petugas qishos (ekskutor) dan 
membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.  
b. Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa yang termasuk dalam 
kategori pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah 
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan 
tidak sengaja. Pada dasarnya seluruh fuqoha menetapkan, 
bahwasannya pembunuhan adalah suatu penghalang mewarisi. 
Namun yang menjadi perbedaan dikalangan fuqoha adalah bentuk-
bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan 
sebagai penghalang mewarisi, dalam masalah ini dapat kita 
simpulkan sebagai berikut: 
1. Menurut golongan Hanafiyah. 
Menurut golongan hanafiyah pembunuhan yang dapat 
menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara 
langsung (yang disengaja) karena dapat mengakibatkan  
qishos, atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja atau 
tidak disengaja atau dianggap sengaja yang semuanya 
diwajibkan membayar  kaffarat atau  diat, apabila pembunuhan 
itu dilakukan tanpa ada alasan yang dapat membenarkan 
perbuatan tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah 
orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila. Jadi 
perbuatan yang tidak dikenai sanksi  qishos masih mempunyai 
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hak untuk mewarisi, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh 
anak kecil (dibawah umur) dan lain sebagainya.  
2. Menurut golongan Syafi’iyah. 
Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apapun 
menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak 
langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, dan dilakukan 
oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu 
si pembunuh harus di qishos tidak dapat mewarisi harta 
peninggalan orang yang dibunuh. Imam Syafi’i memberikan 
contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi 
sebagai berikut:   
a) Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat 
mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati. 
b) Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat 
mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang 
dibunuhnya.  
c) Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, 
tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi 
korban persaksian palsunya.  
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Pendapat ulama pendukung syafi’iyah ini dikuatkan oleh 
sebuah analisa bahwa pembunuhan cara apapun dapat 
memutuskan tali perwalian yang menjadi dasar saling mewarisi. 
3. Menurut golongan Malikiyah. 
Menurut golongan malikiyah hanya pembunuhan yang 
disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.  
4. Menurut golongan Hambaliyah.  
Menurut golongan hambaliyah, segala pembunuhan yang 
berakibat qishos atau yang berakibat  kaffarat dapat menjadi 
penghalang mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak 
mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat 
dibenarkan  maka tidak menghalangi dalam menerima warisan 
(Amir Syarifuddin, 2004). 
2. Berbeda Agama. 
Adapun yang dimaksudkan dengan berbeda agama adalah 
agama yang dianut antara waris dengan muwaris itu berbeda. 
Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat 
menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara 
seorang muslim dan kafir (non Islam), orang Islam tidak mewarisi harta 
orang non Islam demikian juga sebaliknya.  
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Dengan demikian secara mutlak maka dalam masalah ini para 
fuqoha telah sepakat, karena tidak ada perdebatan yang menonjol 
dikalangan para fuqoha tentang seorang yang berbeda agama tidak 
bisa saling mewarisi. Walaupun ada sebab kekerabatan dan juga 
adanya sebab perkawinan.  
Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Pasal 172, yang berbunyi:   
“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari 
kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, 
sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum 
dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” 
(Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama 
RI, 1999/2000:82). 
3. Perbudakan. 
Dalam era millenium seperti pada masa sekarang, untuk 
membahas dan berbicara tentang perbudakan tampaknya sudah tidak 
relevan. Perbudakan telah lama dihapuskan dari muka bumi ini, dan 
Islam juga ikut andil dalam penghapusan segala macam praktek 
perbudakan. Karena pada dasarnya Islam sangat menganjurkan 
pemerdekaan budak, karena perbudakan itu tidak sesuai dengan nilai-
nilai humanisme dan kasih sayang (rahmatan lil alamin) yang 
keduanya merupakan pokok dari ajaran Islam yang mencintai 
perdamaian dan kemerdekaan. 
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Firman Allah SWT dalam  QS. An-Nahl ayat 75 yang artinya:   
“Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 
sesuatupun. (QS. an-Nahl ayat 75).” (Alquran dan 
Terjemahannya, 1989:413). 
Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak 
terhalang menerima warisan, karena budak (hamba sahaya) secara 
yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan 
hak kebendaannya dikuasai oleh tuannya.   
Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak 
berhak untuk mewarisi, karena pada hakekatnya seorang budak juga 
merupakan “harta” dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda 
itu bisa diwariskan.   
4. Berlainan Negara. 
Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan 
negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut: 
1. Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di 
bawah komando yang berbeda.  
2. Kepala negara yang berbeda.    
3. Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada 
kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya (Abdul Ghofur 
Anshori, 2002:35). 
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 Namun dalam bab ini penulis tidak akan menfokuskan pada 
persoalan beda negara, karena pada perkembangan berikutnya 
ternyata seorang muslim yang berlainan negara bisa saling mewarisi. 
Hal ini dikarenakan Islam tidak membatasi ajarannya pada satu kaum 
saja, tapi juga untuk seluruh alam (QS. al-Anbiya ayat 107)  selain itu 
tidak ada nash yang melarang seorang yang beda negara saling 
mewarisi.  
Sedangkan yang menjadi penghalang mewarisi dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu beda agama (pasal 171 huruf c 
dan pasal 172 KHI), membunuh, percobaan pembunuhan, 
penganiayaan berat terhadap pewaris dan memfitnah (pasal 173 KHI). 
Adapun persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus 
ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak 
waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) buku kedua. Sedangkan pewaris dalam ketentuan hukum 
kewarisan Islam adalah bergama Islam, maka secara otomatis ahli 
waris juga beragama Islam. Sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) berbunyi: 
“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 
hukum untuk menjadi ahli waris.” (Ditbinbapera Islam Ditjen 
Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1999/2000:81).  
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Dan sebagai indikasi bahwa ahli waris tersebut beragama 
Islam, telah dijelaskan dalam pasal 172 KHI yang berbunyi:   
“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari 
kartu identitas atau  pengakuan atau amalan atau kesaksian, 
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum 
dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” 
(Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama 
RI, 1999/2000:82). 
Sedangkan penghalang mewarisi yang berupa pembunuhan, 
percobaan pembunuhan, penganiayaan berat pewaris dan memfitnah 
telah dijelaskan dalam pasal 173 KHI yang berbunyi:  
“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, dihukum  karena:   
1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 
atau menganiaya berat pada pewaris.  
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan 
pengaduan bahwa  bahwa pewaris telah melakukan suatu 
kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara 
atau hukuman yang lebih berat.” (Ditbinbapera Islam Ditjen 
Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1999/2000:82). 
 
R. Kewenangan Pengadilan Agama. 
Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi dua, yaitu 
kewenangan relatif (relative competentie) dan kewenangan absolut (absolute 
competentie). Oleh karena itu, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 
mengenai perkara tertentu juga memiliki kewenangan relatif dan kewenangan 
absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya.  
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Kewenangan relatif (relative competentie) adalah kekuasaan mengadili 
berdasarkan wilayah atau daerah (Musthofa Sy, 2005:11). Kewenangan 
relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. 
Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan 
disebutkan pada pasal 4 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Peradilan 
Agama, adalah sebagai berikut:  
1. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.  
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.  
Penjelasan pasal di atas, dapat diketehui bahwa Pengadilan Agama 
hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada 
daerah atau wilayah hukumnya. Jika hal itu dilanggar, maka putusan yang 
dihasilkan adalah batal demi hukum.  
Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau 
kekuasaan mutlak pengadilan adalah kekuasaan pengadilan yang 
berhubungan dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam 
perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 
pengadilan lainnya (Roihan A. Rasyid, 2010:27). Dalam hal ini perkara-
perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan 
Agama diatur pada pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Peradilan 
Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
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orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) 
wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (g) 
ekonomi syari'ah” (Erfaniah Zuhriah, 2009:199). 
S. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Penyelesaian Penemuan 
Hukum Di Pengadilan Agama. 
Tugas Pokok Hakim: 
A. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara 
(melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Mengkonstantir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta 
yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti 
yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam 
duduk perkaranya dan berita acara persidangan. Adapun bentuk 
konstarting ialah meliputi: 
a. Memeriksa identitas para pihak. 
b. Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada). 
c. Mendamaikan pihak-pihak. 
d. Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara. 
e. Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para 
pihak. 
f. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa. 
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g. Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian. 
h. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak 
lawan. 
i. Mendengar pendapat atau kesimpulan para pihak. 
j. Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku. 
2. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yakni menilai 
peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, 
menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu 
untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. 
Penuangan pertimbangan hukum dalam surat putusan adalah 
meliputi: 
a. Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara. 
b. Merumuskan pokok perkara. 
c. Mempertimbangkan beban pembuktian. 
d. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta pembagian 
peristiwa atau fakta hukum. 
e. Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-
fakta hukum menurut  hukum pembuktian. 
f. Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-
sangkalan  serta bukti-bikti lawan sesuai hukum pembuktian. 
g. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta 
yang terbukti dengan petitum. 
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h. Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak 
tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya. 
i. Mempertimbangkan biaya perkara. 
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian 
dituangkan dalam amar putusan (dictum), yang berisi: 
a. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan. 
b. Mengadili seluruh petitum. 
c. Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang 
menentukan lain. 
d. Menetapkan biaya perkara. 
B. Memimpin, membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan 
serta mengawasi terhadap perbuatan berita acara persidangan, dalam 
hal ini hakim berwenang untuk: 
1. Menetapkan hari sidang 
2. Memerintahkan memanggil para pihak. 
3. Mengatur mekanisme sidang. 
4. Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang. 
5. Melakukan pembuktian. 
6. Mengakhiri sengketa. 
C. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, 
bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat lengkap dalam berita 
acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) 
tersebut maka disusun keputusan yang memuat: 
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1. Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan 
tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau 
peristiwa yang diajukan. 
2. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok 
pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah 
terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa 
tersebut, disini hakim merumuskan secara rinci, kronologis dan 
hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau 
peraturan undang-undang yang secara tegas disebutkan hakim. 
3. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau 
penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti. 
D. Meminutir berkas perkara. Minutering atau minutasi ialah suatu 
tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi 
dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-
masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim 
yang bersangkutan. Minutasi meliputi surat-surat yang berupa. 
1. Surat Gugatan/Permohonan. 
2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 
3. Penetapan Majelis Hakim (PMH). 
4. Penetapan Hari Sidang (PHS). 
5. Relaas Panggilan. 
6. Berita Acara Persidangan. 
7. Bukti-Bukti Surat. 
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8. Penetapan-Penetapan Hakim. 
9. Penetapan/Putusan akhir. 
10. Surat-surat lainnya dalam perkara-perkara. 
Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. 
Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya 
dalam waktu 1 (satu) bulan. Pada saat pelaksanaan putusan, demikian 
juga saat pelaksanaan sidang ikrar talak pada lingkungan peradilan 
agama, berkas perkara harus suda dimutasi. Tanggal mutasi ditulis 
dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi 
setelah perkara diputus juga harus diminutasi harus disusun sesuai 
dengan proses perkaranya dan dijahit dengan benang yang kemudian 
disegel dengan cap pengadilan. 
E. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, 
diantaranya ialah: 
a. Sebagai rohaniawan (untuk hakim peradilan agama) sumpah 
jabatan. 
b. Memberikan penyuluhan hukum. 
c. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah. 
d. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 
F. Pengawas bidang perkara permohonan dan gugatan (Ahmad 
Mujahidin, 2008:55-59). 
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T. Putusan Hakim 
Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim diucapkan dalam 
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat 
dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang 
diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau 
sengketa antara pihak yang berperkara. 
Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang 
sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila 
duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan 
terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya jatuhkan putusan. 
Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tanggap 20 
April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tertanggal 7 Maret 1962, menyatakan 
bahwa, seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus 
sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi 
putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. 
Menurut Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, menyatakan bahwa semua 
putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan diambil 
majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap 
hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
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dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan hakim yang rahasia itu 
tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib 
dimuat dalam putusan. 
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 
harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim 
yang menyidang seluruhnya ditambah dengan panitera yang ikut serta 
bersidang. 
Mengenai arti dan pengertian putusan dapat diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Pengertian putusan menurut bahasa adalah “al-qhodo” (keputusan) 
dan jamaknya adalah “aqdhiyyah” yang menurut asal muasal adalah 
dikatakan untuk menyempurnahkan sesuatu, menetapkan hukumnya, 
menyelesaikan dan memutuskannya, dikatakan demikian karena 
hakim dipintahkan untuk menyempurnakan suatu urusan dan 
menetapkan hukum, menyelesaikan dan memutuskannya. Sedangkan 
“al-qodhaa” yang dibaca panjang mempunyai arti keputusan hukum 
antara sesama manusia. Al-qodlo menurut asalnya dikatakan untuk 
menyempurnakan sesuatu, menetapkan hukumnya, menyelesaikan 
dan menuntaskan, disebut demikian karena hakim 
menyempurnakannya suatu urusan, menetapkan hukumnya, 
menyelesaikannya menuntaskannya. 
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2. Pengertian putusan menurut istilah “syara” ialah memisahkan 
sengketa gugatan dan menyelesaikan dan memutuskan pertentangan. 
Keputusan menurut istilah bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
vonis dan gewijsde. Adapun pengertian vonis adalah putusan yang 
belum mempunyai kekuatan hukum pasti, sehingga masih ada 
peluang upaya hukum biasa, sedangkan gewijsde adalah putusan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang pasti, sehingg hanya 
dimungkinkan upaya hukum khusus. Vonis sering disebut juga dengan 
“voorlopiggewijsde” sedang gewijsde disebut juga dengan 
“terlijskgewijsde”. 
Khusus dalam hukum acara peradilan agama, dibedakan antara 
perkara permohonan (“jurisdiction voluntaria”) dan perkara gugatan 
(“jurusdiction contentiosa”), untuk perkara permohonan diperiksa oleh 
pengadilan yang produk akhirnya berupa penetapan (beschikking) sedangkat 
untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (vonis). 
Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau 
sengketa, sedangkan masalah penetapan diambil berhubungan dengan 
dengan suatu permohonan, yaitu dalam perkara yang dinamakan yurisdiksi 
voluntair, sebagai contoh berkenaan dengan pengesahan nikah, 
pengangkatan wali, ijin poligami atau dalam hal pengadilan melakukan suatu 
tindakan yang tidak berdasarkan pada suatu pemeriksaan terhadap kedua 
belah pihak yang saling berhadapan, dimana yang satu dapat membantah 
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apa yang diajukan oleh pihak lain, begitu juga dalam penetapan hari sidang, 
perintah penyitaan, panggilan saksi dan lain-lain, adalah dituangkan dalam 
suatu penetapan hakim (Ahmad Mujahidin, 2008:337-339). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, yaitu Pengadilan 
Agama Pangkajene. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi 
penelitian adalah karena dari lokasi tersebut penulis dapat mencari dan 
mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian yang 
penulis teliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder: 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung 
kepada pihak-pihak yang terkait yaitu hakim dalam putusan yang penulis 
teliti di Pengadilan Agama Pangkajene, serta pendapat para ulama 
mengenai pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan terhadap 
putusan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan 
dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan 
dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, 
yaitu data yang didapatkat dengan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan 
dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara 
bersama aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan 
perkara tersebut. Selain hakim, penulis juga mewawancarai beberapa 
ulama tentang putusan yang penulis teliti di Pengadilan Agama 
Pangkajene. 
D. Analisis Data 
Semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang 
bersifat deskriktif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan 
rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Hakim dalam Penentuan Ahli Waris. 
Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari 
kehidupan manusia dan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. 
Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu: 
1. Pewaris: adalah orang yang memberi warisan, adalah orang yang 
meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya 
kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 
2. Ahli waris: adalah orang-orang yang berhak menerima warisan atau 
harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab 
tertentu, seperti: hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan 
perkawinan, syaratnya pada saat meninggalnya muwaris masi dalam 
keadaan hidup. 
3. Harta warisan: adalah harta peninggalan simati, setelah dikurangi 
biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. 
Berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya, ada kalanya para ahli 
waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya, seperti ayah 
dan ibu sama-sama menerima 1/6 ketika pewaris mempunyai anak, sebagai 
mana diatur dalam surah an-Nisa, akan tetapi pada umumnya bagian laki-laki 
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dan perempuan berbeda dalam memperoleh harta warisan seperti, anak laki-
laki selalu memperoleh bagian dua kali anak perempuan. Demikian juga 
halnya saudara laki-laki memperoleh bagian dua kali saudara perempuan. 
Bagi duda atau janda ketentuan perbandingan dua berbanding satu (2:1) ini 
berlaku pula. Apabila yang mewarisi itu adalah ayah dan ibu, maka perolehan 
mereka pun adalah analog dengan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 
dua berbanding satu (2:1) (Zainuddin Ali, 2008:51). 
Perlu diketahui bahwa perbandingan perolehan dua berbanding satu 
(2:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan, demikian pula antara 
saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan perolehan duda dan janda, 
mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan sistem masyarakat muslim 
yang meletakkan kewajiban dan tanggung jawab kehidupan keluarga lebih 
besar kepada anak laki-laki atau orang laki-laki. Menurut hukum Islam, 
misalnya kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan 
keluarga khususnya anak dan istri, terletak di pundak seorang suami 
(Zainuddin Ali, 2008:51). 
Dalam persoalan kewarisan, khususnya di tengah-tengah masyarakat  
muslim di Indonesia, ilmu fara’id selalu berhadapan dengan dilemanya 
sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis 
ketidak seimbangan, seperti perbandingan, seperti perbandingan (2:1) dalam 
perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh 
karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari ilmu fara’id dalam 
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hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman melainkan juga 
dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa, budaya dan struktur sosial kita 
beranggapan penerapan ilmu fara’id secara utuh kurang diterima oleh rasa 
keadilan. 
Dalam hukum kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris 
sama. Tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan bagian anak 
perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum 
kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian 
masyarakat  yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara 
musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan 
berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah 
tersebut pada umumnya menyamakan bagian para ahli waris. Pembagian 
harta warisan yang demikian dalam hukum Islam bisa dimasukkan dalam 
konsep as-Sulhu adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima 
kesepakatan yang disepakati dalam pembagian harta warisan.  
Hukum Islam telah lama diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia, 
untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam telah ada 
pula Pengadilan Agama yang mempunyai sejarah keberadaan yang cukup 
panjang di Indonesia. Akan tetapi hukum Islam yang menjadi 
kewenangannya tidak/belum diatur dalam suatu kitab hukum. Oleh karena itu 
para hakim menoleh kepada kitab-kitab fikih. Rujukan utama mereka lari 
kepada kitab-kitab fikih para mazhab. 
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Akibat sikap dan prilaku para hakim yang megindentikkan fikih dengan 
syari’ah atau hukum islam, lahirlah produk putusan Pengadilan Agama, 
sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianut dan digandrungi masing-
masing hakim. Terbentanglah putusan-putusan Pengadilan Agama yang 
sangat berdisparitas antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam 
kasus perkara yang sama. Apa bila hakim yang memeriksa dan memutuskan 
perkara kebetulan berlatar belakang pengikut mazhab Hambali, dalil dan 
dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham 
ajaran Hambali, sebaliknya apabila hakim yang mengadili berlatar belakang 
mazhab Syafi’I, putusan yang dijatuhkan sangat apriori kepada landasan 
doktrin imam Syafi’I, para hakim yang kokoh berlatar belakang pada mazhab 
tertentu, menurut pengamatan, selalu bersikap otoriter dan doktriner, tidak 
mau beranjak sedikitpun dari pendapat imam mazhab yang dipujanya. Kalau 
kebetulan hakim yang mengadili perkara yang berlatar belakang 
Muhammadyah atau tidak bermazhab selalu merujuk kepada nash Alquran 
dan sunnah. Sikapnya lebih elastis melenturkan nilai-nilai hukum 
berdasarkan ra’yi pada satu segi, dan menjadikan ajaran para imam mazhab 
sebagai landasan orientasi (Cik Hasan Basri, 1999:21-22). 
Upaya mempositifkan abstraksi hukum Islam sebagai salah satu 
sistem tata hukum yang diakui keberadaannya dan hak hidupnya di 
Indonesia adalah dibuatnya Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan 
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berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang saat ini sedang digagas untuk 
ditingkatkan menjadi hukum terapan di kalangan Peradilan Agama. 
Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti nilai-nilai 
hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. 
Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama 
oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa 
yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Nusantara.  
Berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur 
dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab, dan 43 Pasal (Pasal 171 sampai 
dengan Pasal 214). Di sini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja 
yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing. 
Akan tetapi dalam salah satu pasalnya Kompilasi Hukum Islam 
memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai rinci-rincian yang telah 
ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yakni melakukan perdamaian dalam 
membagi harta warisan. 
Sebagai contoh, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur 
besarnya bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. 
Kepastiannya tetap berpegang teguh pada norma surah an-Nisa ayat 11. 
Dalam Pasal 176 disebutkan “anak perempuan bila hanya seorang ia 
mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama 
mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama 
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dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu 
dengan anak perempuan”. 
Untuk sekedar alternatif atas penetapan bagian warisan pada Pasal 
176, dalam pasal 183 membuka kemunginan untuk menyimpang melalui jalur 
perdamaian. Dalam Pasal 183 disebutkan, “para ahli waris dapat bersepakat 
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-
masing menyadari bagiannya.” Dengan demikian, jika pasal 176 dikaitkan 
dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 patokan penerapan besarnya 
bagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah 
dua berbanding satu (2:1). 
2. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah 
pembagiannya yang menyimpang dari ketentuan pasal 176. 
Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembagian harta warisan 
secara perdamaian atau kekeluargaan diperbolehkan menurut Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). 
Dalam kewarisan Islam, perdamaian tersebut diperbolehkan 
sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka. 
Perdamaian seperti itu dinamakan takharuj tasaluh. Secara etimologi arti kata 
takharuj berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan 
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keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian 
haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya 
takharuj itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam (Amir Syarifuddin, 2004:297). 
Takharuj dipakai apabila salah seorang ahli waris menyatakan keluar 
dari persoalan kewarisan, baik melepas bagiannya kepada semua ahli waris 
lainnya atau salah satu ahli waris atau sebagian dari ahli waris saja. 
Kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan 
pembagian waris dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan 
perdamaian dalam menentukan besar bagian masing-masing ahli waris. 
Mereka tidak menggugakan angka-angka fara’id seperti yang diatur di dalam 
hukum waris Islam meskipun mereka menyadari bahwa hukum Islam suda 
mengatur sedemikian rupa. Mereka melakukan praktek seperti itu dengan 
rasa saling merelakan berapapun bagian mereka, sehingga mereka dengan 
ikhlas dapat menerima hasil keputusan musyawarah tersebut tanpa unsur 
keterpaksaan. 
Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing 
bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas masalah keutuhan 
dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, sama 
dengan tujuan syari’at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, 
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yaitu menarik manfaat dan menolak kemudaratan serta menghilangkan 
kesusahan. 
Kompilasi Hukum Islam meskipun oleh banyak pihak tidak diakui 
sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana peradilan-peradilan 
agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam 
berperkara di Pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang 
kewarisan telah menjadi hukum di Peradilan Agama. Kalau dulu hukum 
kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk 
hukum ajaran, maka saat ini kompilasi tersebut telah tertuang dalam format 
perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di 
Pengadilan Agama dalam merujuknya. 
Dalam pasal 29 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, 
penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang 
digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah Hukum Islam 
tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau fara’id. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam 
merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. 
Islam telah mengatur dengan jelas tentang siapa-siapa saja ahli waris 
yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing, 
begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang 
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berlaku di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 pembagian 
warisan anak laki-laki dan anak perempuan dua berbanding satu (2:1), 
namun bila mana setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara 
kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai 
dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal 
tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau 
menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan 
kepada ahli waris yang lain.  
Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan 
haknya, misalnya ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan 
ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian 
secara sukartela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil 
ekonominya, atau ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang 
tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang 
ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu dibagi lebih 
banyak dari harta peninggalan si mati. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 tentang usaha perdamaian 
yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas 
dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fikih pada umumnya 
tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun secara formal 
menyalahi ketentuan fikih, namun dapat diterima dengan menggunakan 
pendekatan pemahaman yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi. 
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Latar belakang munculnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang 
pembagian waris secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan 
hukum Adat terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang 
tidak dijumpai nashnya dalam Alquran. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri 
telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan 
masyarakat Indonesia. Disamping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-
nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan 
masyarakat. 
Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum 
Adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum Adat untuk diangkat 
dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi 
juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada 
nashnya dengan nilai-nilai hukum Adat. Tujuannya agar ketentuan hukum 
Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkah 
yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan : mengislamisasi 
hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat 
ke dalam Islam (Cik Hasan Basri, 1999:47). 
Pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 
ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian 
pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila anak 
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perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka pembagian anak laki-laki 
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan pada Pasal 183 
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat 
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-
masing menyadari bagiannya. Tetapi pada kasus ini yaitu Putusan 
Pengadilan Agama Pangkajene No. 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj, dalam pembagian 
warisan anak laki-laki dan anak perempuan pihak tergugat tidak mau 
melakukan perdamaian sehingga kasus ini sampai ke pengadilan. 
Menurut Alquran dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 menjelaskan 
bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan itu dua 
berbanding satu (2:1) tetapi hasil putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Pangkajene terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu satu 
berbanding satu (1:1), maka penulis ingin mengetahui dasar hukum apa 
hakim dalam penentuan ahli waris yang menyatakan pembagian waris anak 
laki-laki dan anak perempuan dalam kasus ini satu berbanding satu (1:1). 
Berkaitan dengan hasil putusan pembagian waris anak laki-laki dan anak 
perempuan satu berbanding satu (1:1), dalam wawancara yang penulis 
lakukan dengan ketua majelis hakim perkara ini, Anwar Rahman (wawancara, 
12 Agustus 2013) menjelaskan bahwa “kasus ini menyimpang dari dua 
berbanding satu (2:1) karena hakim di sini melihat dari segi nilai keadilannya. 
Apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan tersebut itu juga 
berdasarkan Alquran dan hadist, jadi kita berpegangan kepada Alquran 
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sebagai hukum dasarnya, hukum dasarnya itu anak laki-laki dua anak 
perempuan satu, hanya karena persoalan ini pada ahli waris sifatnya 
kasuistik, karena kasuistik dimana hakim melihat bahwa tidak adil kalau dua 
berbanding satu (2:1) diterapkan, karena anak laki-laki tidak pernah 
memperhatikan kedua orang tuanya, dia pergi meninggalkan kedua orang 
tuanya sejak tahun 1960 merantau dan tidak pulang-pulang hingga berpuluh-
puluh tahun, dia hanya pulang dua kali saja itupun tidak lama, sedangkan 
anak perempuan yang mengasuh dan merawat kedua orang tua semasa 
hidupnya hingga meninggal dunia, jadi hakim melihat mengapa dia 
menetapkan seperti itu tidak secara formal ketentuan dalam Alquran dua 
berbanding satu (2:1) karena persoalan ini sifatnya kasuistik dan melihat dari 
segi falsafahnya yaitu dari segi keadilan.” 
Selain Ketua Majelis Hakim, penulis juga mewawancarai para ulama 
mengenai kasus ini yaitu Ali Parman (wawancara, 12 Agustus 2013) 
menjelaskan bahwa “pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan 
menurut dalil-dalil Alquran dan hadist dua berbanding satu (2:1) itu tidak 
qhat’i atau tidak pasti, boleh terjadi dua berbanding satu (2:1) tapi disuatu 
kasus bisa saja 1:1 atau mungkin 2:0 atau 1:2 atau 0:2 tergantung bentuk 
kasuistiknya bagaimana, tidak bisa disebut bahwa hakim dalam memutuskan 
perkara waris ini tidak sesuai dengan dalil-dalil Alquran dan hadist, karena 
dalil tersebut tidak qhat’i tergantung bagaimana bentuk kasusnya. Ali Parman 
melihat berdasarkan kasus ini hakim bisa memutuskan satu berbanding satu 
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(1:1) karena alasan keadilan. Jangan menganggap hakim itu bersalah karena 
hakim tujuannya memberikan pelayanan sesuai dengan rasa keadilan. Hasil 
putusan dalam kasus ini apakah dua berbanding satu (2:1) atau satu 
berbanding satu (1:1) nilainya bisa benar tergantung kasuistiknya, karena 
boleh jadi di dua tempat putusannya tidak sama meskipun kasusnya sama 
jadi bisa dua berbanding satu (2:1) bisa satu berbanding satu (1:1) 
tergantung yang berperkara.” 
Kemudian penulis juga sempat memewawancarai ketua Majelis Ulama 
Indonesia kota Makassar, Mustamin Arsyad (wawancara, 7 Oktober 2013) 
beliau berpendapat bahwa “persoalan warisan dalam ajaran islam secara 
umum adalah salah satu model hukum keluarga ahwal syakhshiyyah, ahwal 
syakhshiyyah adalah hukum keluarga yang mengatur berbagai persoalan 
keluarga, tujuan dari pada hukum warisan adalah bagaimana keluarga tidak 
berkelahi antara keluarga, oleh karena itu salah satu penyelesaian di dalam 
hukum keluarga yaitu ataur damai tidak perlu ke pengadilan, tetapi 
permasalahan ini  tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan makanya 
sampai ke pengadilan. Dalam kasus ini berkaitan dalam hadist Alquran : 
“ittakullaha waadilu baina auladikum”, artinya bertakwalah kepada Allah SWT 
dan berlaku adillah kepada anak-anakmu, maka dalam pembagian waris 
anak laki-laki dan anak perempuan itu boleh dua berbanding satu (2:1) dan 
boleh satu berbanding satu (1:1) tergantung hakim yang menilai mana yang 
lebih adil”.  
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Menurut penulis putusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis 
Hakim itu kurang tepat. Penulis kurang sependapat dengan hasil putusan ini 
karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Alquran yang 
menyatakan bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan 
itu dua berbanding satu (2:1), hakim tidak boleh semudah itu saja mengubah 
ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 
dan di dalam Alquran tentang bagian ahli waris anak laki-laki dan anak 
perempuan yaitu dua berbanding satu (2:1), karena apabila hakim semudah 
itu mengubah pembagian warisan ini dua berbanding satu (2:1) menjadi satu 
berbanding satu (1:1), maka putusan itu bertentangan dengan apa yang telah 
ditetapkan di dalam Alquran dan hadist tentang pembagian ahli waris ini. 
Seharusnya hakim tetap pada ketentuan yang telah ditetapkan di dalam 
Alquran yaitu dua berbanding satu (2:1) karena anak laki-laki merupakan 
seorang kepala rumah tangga mempunyai istri dan anak yang menanggung 
tanggung jawab besar yaitu menafkahi keluarganya. Dilihat dari kasuistiknya 
dan segi keadilannya seharusnya hakim lebih cermat dalam menanggapinya. 
Walaupun anak perempuan mempunyai prestasi besar terhadap kedua orang 
tuanya, tetapi hakim harus tetap teguh pada ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Alquran dan hadist. Kan bisa saja apabila hasil putusan ini dua 
berbanding satu (2:1) ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, si anak laki-laki 
bisa saja memberikan sedikit tambahan warisan tersebut seikhlasnya kepada 
anak perempuan yang penting hasil putusan ini tidak boleh bertentangan 
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sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Alquran dan hadist, 
karena apabila bertentangan maka putusan itu kurang tepat. 
Kemudian pendapat dari Majelis Ulama yaitu Ali Parman yang 
menyatakan bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan 
menurut Alquran dan hadist dua berbanding satu (2:1) itu tidak qhat’I atau 
tidak pasti. Menurut penulis pendapat Ali Parman itu kurang tepat, karena 
yang benar itu adalah qhat’I, karena ketentuan dari Alquran itu pasti dan tidak 
bisa berubah-ubah. Apabila diubah maka orang yang mengubahnya harus 
lebih teliti dalam menyikapi kasus tersebut. Jadi menurut penulis pendapat 
dari Ali Parman ini kurang tepat. Sedangkan dari pendapat Majelis Ulama 
Mustamin Arsyad dia tidak menyatakan bahwa hasil dari putusan Ketua 
Majelis Hakim itu benar atau salah tetapi ia menyatakan bahwa dalam 
pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan itu hakim harus berlaku 
adil dalam pembagiannya. Di sini penulis menilai bahwa Mustamin Arsyad 
hanya sebagai penetral atau penengah untuk mencari keadilan dalam 
putusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim. Intinya bahwa dasar 
hukum hakim dalam penentuan ahli waris ini yang menyatakan bahwa dasar 
hukumnya dari Alquran dilihat dari kasuistiknya dan segi keadilannya itu 
caranya kurang tepat. Karena hakim menjatuhkan putusan dalam kasus 
pembagian waris ini satu berbanding satu (1:1) yang seharusnya dua 
berbanding satu (2:1) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan di dalam 
Alquran dan hadist. 
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B. Proses Penemuan Hukum dalam Menetapkan Bagian Para Ahli 
Waris. 
Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang 
diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit 
dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (ius curianovit), 
sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu 
berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak 
tertulis. Tetapi Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang 
diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan 
hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai 
penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat (lihat Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).   
Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus 
mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam 
perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan 
putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang 
terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan 
oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis 
Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut 
sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim 
menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim 
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berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa 
yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak 
yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya 
dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak 
merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal178 ayat (1) HIR dan 
Pasal  189 ayat (1) R.Bg).   
Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang 
sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya  
dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) 
Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 
dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber 
yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat 
dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan 
berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidak benaran atas putusan atau 
tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat 
berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi 
pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan 
buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada  sangkut-pautnya dengan perkara 
yang sedang diperiksa itu, Hakim menemukan hukum melalui sumber-
sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-
sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode 
interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap 
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teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan 
metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk 
mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak 
lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim 
tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Achmad Ali, 1996:167).  
Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan 
pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) 
konstruksi harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang 
bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan 
logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan 
dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan  konstruksi persoalan 
yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu, diharapkan muncul 
kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang 
jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak 
menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan 
dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat 
memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan (Achmad 
Ali, 1996:192). 
Menurut M. Taufiq (1995:19) kelemahan putusan Pengadilan Agama 
di samping terletak pada kekurangan fakta, juga kurangnya penganalisaan 
dan penilaian terhadap fakta. Penganalisaan mereka terhadap fakta untuk 
disimpulkan kepada fakta yang benar (dikonstatir) tidak tajam. Hal ini karena 
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kurang tajamnya penggunaan metode induksinya, proses pikir yang bertolak 
dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan 
dalam suatu masalah hukum juga masih sangat kurang. Mereka juga sangat 
kurang dalam hal menggunakan metode generalisasi, analogi induktif dan 
kausal. Data yang diproses oleh mereka sangat minim karena mereka kurang 
memahami tentang konsep fakta dan konsep hukum yang harus mereka  
pergunakan. Penganalisaan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti 
juga tidak tajam bahkan sering tidak dianalisis sebagaimana mestinya. 
Disamping itu, metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dalam 
menemukan fakta umumnya tidak jelas, status pencantuman pendapat para 
ahli hukum Islam (fuqaha) juga tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum 
atau sebagai sarana untuk menafsir belaka. 
Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas maka 
sebagian besar putusan Pengadilan Agama pertimbangannya (pertimbangan 
hukumnya) tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan. Di 
samping itu, bunyi amar putusan juga belum baku, masih beragam, padahal 
kasus yang diperiksanya masih ada kesamaan antara satu dengan yang lain. 
Putusan tersebut masih belum bisa dipertanggung jawabkan dari segi hukum 
formal dan materiil. Diharapkan pada masa yang akan datang, setiap putusan 
hasil produk Pengadilan Agama hendaknya haruslah lebih berbobot dan 
ilmiah. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan kepada hakim di lingkungan 
Peradilan Agama agar dalam memutus suatu perkara haruslah 
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memperhatikan dengan saksama tentang tahapan-tahapan yang harus 
diambil dan dilalui sebelum putusan itu dijatuhkan. Dengan demikian, 
putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang 
berperkara, masyarakat, dan juga ilmu pengetahuan hukum.   
Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa 
dapat memilih 3 (tiga) tehnis pengambilan putusan dan penerapan hukum 
yaitu:  
a. Tehnik Analitik.  
Metode ini juga disebut dengan yuridis giometris. Kalau para Hakim 
mempergunakan metode ini maka ia harus menguasai Hukum Acara 
secara lengkap. Tehnik Analitik paling cocok di pergunakan pada perkara-
perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan 
(Zaken Rech). Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, 
lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam 
pertimbangan hukum, Hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih 
dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan 
dengan pokok masalah tersebut, misalnya dalam bidang kewarisan, 
hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli 
warisnya, barang-barang waris apa saja, berapa bagian masing-masing, 
dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja analisa dari pertanyaan 
tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab 
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petitum dari gugatan. Jika penjelasan tentang Hukum Acara belum begitu 
lengkap, sebaiknya jangan pakai metode ini, sebab sangat sulit dalam hal 
analisa masalah dan pengambilan keputusan.   
b. Tehnik Equatable.  
Tehnik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prinsip 
keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti 
yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah 
diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam 
peristiwa konkrit, yang kemudian di cari hukumnya.  
c. Tehnik Silogisme.  
Tehnik ini paling banyak dipakai oleh Hakim karena ia sederhana dan 
dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Tehnis ini disebut juga dengan 
metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat ini umum 
kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penggunaan hukum logika yang 
dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim 
mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor, yaitu peraturan 
hukumnya, dan primesse minor, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh, siapa 
mencuri dihukum A terbukti mencuri, maka A harus dihukum. Jadi rasio 
dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-
undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika 
dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Kritik 
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terhadap aliran ini, terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekedar 
persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani 
maupun pertimbangan akal budi manusia, yang kadang-kadang bersifat 
irrasional. 
Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan 
Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang 
diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai 
berikut:  
a. Perumusan masalah atau pokok sengketa. 
Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan 
dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat 
dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari 
persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara 
tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang 
disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang 
merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. Perumusan pokok 
masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan 
kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah 
rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.  
 
 
  
84 
 
b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian.   
Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim 
menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari 
pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna 
menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah 
(dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan 
sudah diuji kebenarannya.   
c. Analisa data untuk menemukan fakta.   
Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih 
lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. 
Menurut  Black's Law Dictionary sebagaimana yang ditulis oleh (M. Taufiq 
1995:8) “fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang 
dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang 
benar-benar telah terwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam 
waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma 
dalam ruang”.  
Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau 
kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi 
suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, 
ruang, dan waktu. Fakta berbeda dengan angan-angan, fiksi dan 
pendapat seseorang. Fakta ditentukan berdasarkan pembuktian.   
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Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta 
merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta 
sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, 
sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan 
dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu 
pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu 
peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. 
Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang 
ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang 
harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta (M.Taufik, 
1995:9).  
d. Penentuan hukum dan penerapannya.  
Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim 
menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya 
sekadar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada 
peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan 
pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang 
dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya 
untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus 
diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus 
disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.   
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Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung 
menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim 
harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan 
tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus 
mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas.  
e. Pengambilan keputusan.  
Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh 
hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut 
dengan putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 
para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya 
menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. 
Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format 
yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut 
diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa 
hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat 
dalam perkara yang diadili tersebut (M. Taufik, 1995:10). 
Dalam proses penemuan hukum penetapan pembagian ahli waris 
yang penulis teliti yaitu, Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan 
mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
atas perkara yang diajukan oleh: Tahir Sahude, Agama Islam, pekerjaan 
nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sodau Pasar, Kelurahan Sodau, 
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Kecamatan Bengkaya, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, disebut 
penggugat. Dalam hal ini penggugat tersebut diwakili oleh kuasanya 
Sudirman Sanusi, SH dan Muh. Ilyas Billah, SH. Pengacara/Penasehat 
Hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim 
Indonesia (PKBH-UMI). Berkantor di jalan Urip Sumoharjo KM. 05 Kampus II 
UMI Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Agustus 
2002, melawan: 
1. Hamima, Agama Islam, bertempat tinggal di Pitue Desa Pitue Kecamatan 
Ma’rang Kabupaten Pangkep disebut tergugat I. 
2. Bahria, Agama Islam, bertempat tinggal di Pitue Desa Pitue Kecamatan 
Ma’rang Kabupaten Pangkep disebut tergugat II.  
3. Mina, Agama Islam, bertempat tinggal di Pitue Desa Pitue Kecamatan 
Ma’rang Kabupaten Pangkep disebut tergugat III. 
Dalam hal ini  para tergugat tersebut diwakili oleh kuasanya Zul Aidin 
Bagenda Ali, SH. Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di jalan Andi 
Burhanuddin  No. 25 Jagong Pangkajene Pangkep, berdasarkan surat kuasa 
khusus bertanggal 23 September 2002. 
Pada persidangan yang telah ditetapkan oleh ketua majelis hakim 
pada tanggal 2 September 2002 penggugat dan tergugat hadir di 
persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Setelah 
membuka sidang dan dinyatakan sidang dibuka untuk umum, ketua majelis 
hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak 
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berhasil. Sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan, apabila para pihak 
tidak berhasil menempuh perdamaian maka sengketa dilanjutkan dengan 
pembacaan gugatan penggugat, setelah gugatan penggugat dibacakan, 
maka kepada pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan 
jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Persidangan dengan agenda 
mendengar jawaban tergugat atas penggugatan yang diajukan oleh 
penggugat digelar pada tanggal 7 Oktober 2002, dengan mengajukan 
jawaban tertulis yang diserahkan kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya 
telah terjadi replik dan duplik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara 
Persidangan yang dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. 
Dalam gugatan penggugat, tergugat mengajukan eksepsi terhadap 
gugatan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2002, tergugat menyatakan bahwa 
gugatan penggugat obscuur libel atau kabur dan tidak jelas. Dijelaskan dalam 
eksepsi ini meliputi 4 hal yaitu : 
a. Riwayat tanah yang dimaksud sebagai warisan posita ke 2 ( b, c, d, e, 
f, g, h, I, j ) adalah sawah bukan empang. 
b. Tidak merinci dengan jelas objek mana  dikuasai para tergugat. 
c. Tidak dijelaskan bagaimana prosedurnya tergugat II dan tergugat III 
dapat memperoleh warisan tersebut. 
d. Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat-surat kepemilikan atas 
obyek sengketa ( vide posita no. 5 ). 
Dalam eksepsi ini majelis hakim menolak semua eksepsi dari tergugat. 
Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan eksepsi poin (a) dan (b) kabur 
atau obscuur libell adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. 
Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau 
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dalil gugatan kontradiksi atau dalam gugatan itu tidak jelas obyek yang 
disengketakan (apa, di mana, berapa besarnya). Padahal dalam gugatan ini 
dalil-dalil gugatan penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu 
dengan lainnya, dan dasar gugatanpun suda jelas yaitu tentang warisan. 
Sehingga riwayat tanah obyek sengketa yang semula sawah menjadi 
empang tidak merubah esensi dari harta warisan itu sendiri. Begitu juga 
dengan tidak merinci dengan jelas obyek mana yang dikuasai para tergugat, 
hal tersebut tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur, oleh 
karena itu eksepsi tentang hal tersebut harus ditolak.  
Penulis menilai bahwa pada point (a) gugatan penggugat itu cacat 
formal. Penulis tidak sependapat dengan majelis hakim pada point (a) karena  
gugatan penggugat itu tidak jelas, kabur atau obscuur libel, penggugat tidak 
menjelaskan secara rinci identitas obyek secara tepat, yang seharusnya 
obyek yang disengketakan adalah sawah bukan empang.  
Gugatan tidak jelas, kabur atau obscuur libel apabila dalam perkara 
gugatan waris dan harta bersama tidak disebutkan identitas obyek sengketa 
secara jelas maupun riwayat obyek sengketa. (lihat Putusan Mahkamah 
Agung R. I. No, 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971, karena surat gugat 
tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugat tidak dapat 
diterima) (Andi Syamsu Alam, 1998:23).  
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Dalam isi gugatan penggugat yaitu vide posita 5, bahwa keseluruhan 
harta bendah peninggalan almarhum Sahude tersebut kini ditempati dan 
dikuasai oleh tergugat I bersama dua orang anaknya yaitu tergugat II dan 
tergugat III dan bahkan dengan memberikan data/keterangan palsu yang 
seolah-olah bahwa penggugat suda meninggal dunia sehingga para tergugat 
berhasil menerbitkan surat kepemilikan sebagian tanah-tanah peninggalan 
almarhum Sahude yang menjadi obyek sengketa tersebut. 
Dalam gugatan tersebut para tergugat mengaku bahwa tidak pernah 
menerbitkan surat-surat kepemilikan akan obyek sengketa, tetapi saksi dari 
penggugat bernama Bapak Muhammad Kasim menyatakan bahwa “saksi 
tahu yang menguasai semua objek tersebut adalah Hamima (tergugat I), 
Bahria (tergugar II), dan Sitti Aminah (tergugat III). Bahwa ada tiga obyek 
barang tersebut yang suda bersertifikat atas nama masing-masing tergugat, 
saksi tidak berhak menghalangi Hamima (tergugat I), Bahria (tergugat II) dan 
Sitti Aminah (tergugat III) menerbitkan sertifikat, karena yang berhak adalah 
kepala desa.” Dari keterangan saksi tersebut artinya bahwa tergugat I, II, dan 
III memang telah membuat surat-surat kepemilikan obyek sengketa di kepala 
desa dengan alasan bahwa Tahir Sahude (penggugat) telah meninggal 
dunia. 
Selain eksepsi tergugat obscuur libel, eksepsi tergugat juga 
menyatakan bahwa gugatan penggugat error in yuris, bahwa gugatan 
penggugat tidak memenuhi syarat khusus/kelengkapan khusus sahnya 
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gugatan, sehingga sangat patut untuk ditolak. Tetapi majelis hakim menilai 
bahwa tentang eksepsi ini gugatan penggugat sudah memenuhi syarat 
sahnya suatu gugatan, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak.  
Menurut penulis, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang 
mengatakan bahwa gugatan penggugat suda memenuhi syarat sahnya suatu 
gugatan karena suatu gugatan harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-
syarat formal agar terhindar dari cacat formal. Unsur-unsur yang dapat 
menyebabkan gugatan dikategorikan mengidap cacat formal yaitu : 
1. Melampaui batas kewenangan, seperti kompetensi absolut atau 
kewenangan mutlak dan kompetensi relatif atau kewenangan 
relatif/nisbi. 
2. Terjadi salah gugat, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, 
misalnya dalam gugatan waris, sering terjadi orang yang berada di 
luar jurai keturunan (umumnya menantu) juga ikut digugat, padahal 
yang bersangkutan bukan ahli waris dari pewaris. 
3. Gugatan tidak jelas, kabur (obscuur libel), di dalam gugatan waris 
dan harta bersama sering pula terjadi tidak disebutkan identitas 
obyek sengketa secara jelas maupun riwayat obyek sengketa. (lihat 
Putusan Mahkamah Agung R. I. No, 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 
April 1971, karena surat gugat tidak menyebut dengan jelas letak 
tanah sengketa, gugat tidak dapat diterima). (Andi Syamsu Alam, 
1998:22-23). 
Dari unsur-unsur nomor 3 di atas suda jelas bahwa gugatan 
penggugat cacat formal dikarenakan gugatan penggugat dalam eksepsi 
tergugat pada poin (a) obyek sengketanya tidak jelas, kabur atau obscuur 
libel, salah dalam penulisan obyek sengketa yang seharusnya sawah bukan 
empang. Jadi menurut penulis bahwa gugatan dari penggugat itu cacat 
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formal dikarenakan tidak jelas obyek sengketanya, sehingga gugatan 
penggugat belum memenuhi syarat sahnya suatu gugatan. 
Setelah majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat 
terhadap obyek sengketa pada tanggal 16 Januari 2003 yang hasilnya 
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Nomor 
97/Pdt.G/2002/PA.Pkj. Selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Januari 
2003 penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan tergugat 
tidak hadir di persidangan.  
Menurut penulis dalam proses beracara pihak penggugat dan tergugat 
wajib hadir apabila dipanggil secara resmi pada waktu yang telah ditentukan, 
apabila tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka akan memakan 
waktu dalam menjatuhkan putusan. Penggugat dan tergugat harus 
mendukung akan kelancaran proses beracara hingga selesai dengan patuh 
terhadap peraturan yang ada. Jangan mempersulit majelis hakim untuk 
memperoleh keterangan dari pihak penggugat dan tergugat agar putusan 
bisa segera ditetapkan. 
Berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka petitum gugatan 
penggugat tidak dikabulkan semua, hanya sebagian saja yang dikabulkan 
yaitu : 
1. Vide posita 3, bahwa keseluruhan harta benda peninggalan almarhum 
Sahude tersebut belum terbagi kepada para ahli warisnya yaitu 
penggugat dan tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum 
Sahude. 
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2. Vide posita 4, bahwa penggugat meninggalkan Pangkep dengan 
tujuan merantau ke Surabaya dan Kalimantan sejak tahun 1961 yaitu 
sebelum orang tua laki-laki meninggal dunia, dan pada tahun 2002 
penggugat kembali ke Pangkep dengan maksud untuk membicarakan 
pembagian harta-harta warisan almarhum Sahude tersebut. 
3. Vide posita 5, bahwa keseluruhan harta bendah peninggalan 
almarhum Sahude tersebut kini ditempati dan dikuasai oleh tergugat I 
bersama dua orang anaknya yaitu tergugat II dan tergugat III dan 
bahkan dengan memberikan data/keterangan palsu yang seolah-olah 
bahwa penggugat suda meninggal dunia sehingga para tergugat 
berhasil menerbitkan surat kepemilikan sebagian tanah-tanah 
peninggalan almarhum Sahude yang menjadi obyek sengketa 
tersebut. 
4. Vide posita 7, Bahwa penggugat berusaha untuk menghubungi para 
tergugat seraya meminta agar keseluruhan harta peninggalan 
almarhum Sahude dibagi waris sesuai dengan hukum islam (hukum 
faraid) tapi hasilnya sia-sia karena para tergugat khususnya tergugat II 
dan III tetap bertahan dan tidak mau membagi harta-harta tersebut 
meskipun upaya damai telah dilakukan dihadapan aparat pemerintah 
setempat dalam hal ini camat Ma’rang. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam isi 
gugatan penggugat (vide posita nomor 5) bahwa “keseluruhan harta bendah 
peninggalan almarhum Sahude tersebut kini ditempati dan dikuasai oleh 
tergugat I bersama dua orang anaknya yaitu tergugat II dan tergugat III dan 
bahkan dengan memberikan data/keterangan palsu yang seolah-olah bahwa 
penggugat suda meninggal dunia sehingga para tergugat berhasil 
menerbitkan surat kepemilikan sebagian tanah-tanah peninggalan almarhum 
Sahude yang menjadi obyek sengketa tersebut”. Penulis sependapat dengan 
majelis hakim yang menduga bahwa perbuatan tergugat II dan tergugat III 
dalam penerbitan sertifikat nomor 00244, 00184, dan 00179 dilakukan 
dengan I’tikad tidak baik dan tidak mendasarkan kepada prinsip-prinsip al-
khair (kebaikan), al-adl (keadilan), dan al-haq (kebenaran). Karena hukum 
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Islam telah mengatur dengan jelas tentang prosedur dan tata cara 
pemindahan hak milik atas harta benda kepada orang lain. Kemudian di 
samping itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III 
dalam menerbitkan sertifikat tersebut sejak semulah telah cacat hukum, 
karena tergugat II dan tergugat III tidak mempunyai hak atas harta warisan 
dari pewaris Sahude dan Bonga.  
Penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa yang berhak 
mendapat warisan dari Sahude dan Bonga adalah Tahir Sahude (penggugat) 
dan Hamima (tergugat I) sebab ketentuan tentang ahli waris dijelaskan dalam 
Pasal 171 huruf (c) yaitu:  
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris.  
Dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu: 
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
a. Menurut hubungan darah: 
 Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, paman dan kakek. 
 Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan dari nenek. 
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 
warisan hanya, ayah, ibu, janda atau duda. 
Di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang 
berhak mendapatkan warisan dari pewaris hanyalah ayah, anak laki-laki, 
saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, dan saudara 
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perempuan dari nenek. Tidak termasuk cucu dari pewaris seperti halnya 
tergugat II dan tergugat III, hanya anak laki-laki dan anak perempuan dari 
pewaris Sahude yang berhak menjadi ahli waris yaitu Tahir Sahude dan 
Hamima. 
Setelah majelis hakim menimbang dengan cermat hasil dari 
keterangan replik duplik, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, dan 
siapa saja yang berhak menjadi ahli waris Sahude dan Bonga, selanjutnya 
majelis hakim dalam kasus perkara ini memberikan pertimbangan lagi dari 
berbagai aspek yang tertulis dalam putusan sebagai berikut: 
1. Dari Aspek Yuridis Formal. 
Bahwa dari aspek yuridis formal laki-laki dan perempuan mempunyai 
kedudukan yang sama dalam hukum. Kondisi spesifik legal dapat terjadi 
sebagai perbedaan karena status jenis kelamin mereka membawa 
kepada naluri yang berbeda tetapi di antara dua perbedaan tersebut tidak 
dapat dianggap berlawanan karena keduanya adalah pasangan yang 
menghidupi kehidupan. 
2. Dari Aspek Hak dan kewajiban. 
Bahwa apabila dilihat dari segi hak dan kewajiban, pembagian dua 
berbanding satu (2:1) antara lelaki dan perempuan dapat diajukan 
pertanyaan, apakah menerima bagian harta warisan bagi para ahli waris 
itu kewajiban atau hak ?. Karena apabila menerima harta warisan itu 
adalah wajib atau kewajiban, maka para ahli waris yang tidak mengambil 
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bagiannya akan berdosa atau menerima sanksi. Sedangkan apabila 
menerima harta warisan adalah hak, apakah mesti harus dua berbanding 
satu (2:1), mengambil apa adanyapun juga boleh karena tidak akan 
berdosa atau menerima sanksi. Kemudian bahwa ternyata para ahli waris 
dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan 
terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketentuan bagian dua berbanding satu (2:1) antara lelaki dan 
perempuan adalah sebagai hak bukan merupakan kewajiban, dan 
ketentuan dua berbanding satu (2:1) juga tidak mutlak karena terbukanya 
kemungkinan untuk bersepakat di antara para ahli waris, sehingga para 
ahli waris tersebut boleh mengambil sebagaimana ketentuan dua 
berbanding satu (2:1) tersebut di atas, boleh juga dengan ketentuan 
lainnya berdasarkan kesepakatan mereka, satu berbanding satu (1:1) 
misalnya. 
3. Dari aspek historis. 
Bahwa apabila ditinjau dari segi historis sebelum turunnya ayat-ayat 
tentang kewarisan di Madinah, masyarakat jahiliyah dan kelompok muslim 
masih menerapkan dan mempertahankan sistem kewarisan yang 
bercorak patrilinial. Tradisi tribalisme (kesukuan) masyarakat pada masa 
itu mengukuhkan hanya orang laki-laki yang kuat dan pandailah serta 
orang-orang yang memperoleh kehormatan untuk melakukan ikatan 
saling waris mewarisi yang akan dapat mempusakai orang yang 
meninggal. Anak-anak kecil dan kaum wanita tidak diberi hak sedikitpun 
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untuk mewarisi karena mereka dianggap orang-orang yang lemah. Tidak 
bermanfaat dalam mempertahankan dan mempertaruhkan kekuasaan 
suku di antara mereka. Bahwa dengan demikian pada awalnya wanita 
bukan merupakan ahli waris, kemudian datang Islam menempatkan 
wanita sebagai ahli waris. Penempatan wanita sebagai ahli waris diukur 
oleh kondisi zamannya saat itu oleh kalangan sejarawan merupakan 
suatu revolusi yang mendasar yang menguntungkan wanita, dan 
ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) hanyalah merupakan 
contoh pembagian bukan merupakan prinsip. Karena yang merupakan 
prinsip adalah wanita sebagai ahli waris (QS. 4:7). Oleh karena itu prinsip 
dasar inilah yang seharusnya dijadikan acuan dasar dalam menerapkan 
hukum sesuai sosio-kultural setempat, sepanjang prinsip dasar itu tidak 
bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama artinya tidak 
menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang halal, maka 
majelis hakim berpendapat ketentuan dua berbanding satu (2:1) dapat 
disimpangi sebagaimana tindakan Umar Ibn Khattab ketika ia mengibah 
hukum dalam nash yang tersurat seperti kasus pencurian, kasus muallaf, 
kasus talak tiga sekaligus dan kasus harta rampasan perang.  
4. Dari Aspek Sosiologis. 
Bahwa apabila ditinjau dari segi sosiologis penggugat telah pergi 
meninggalkan pewaris Sahude dan Bonga sejak tahun 1961 sampai 
dengan tahun 2002, selama rentang waktu kira-kira 41 tahun tersebut. 
Penggugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan 
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hanya pernah kembali ke rumah pewaris Sahude dan Bonga 3 kali yaitu 
pada tahun 1981, 2000 dan tahun 2002. Kembalinya penggugat itupun 
tidak lama karena pada saat meninggalnya Bonga (tahun 1982) 
penggugat suda pergi lagi ke Kalimantan (Vide saksi para penggugat). 
Sehingga patut diduga penggugat sama sekali tidak mempunyai nilai 
prestasi terhadap pewaris Sahude dan Bonga baik saat hidup maupun 
kematian mereka, dan juga penggugat tidak mempunyai nilai prestasi 
terhadap harta peninggalan pewaris Sahude dan Bonga kecuali hanya 
penggugat mempunyai hubungan nasab dengan pewaris Sahuden dan 
Bonga yaitu sebagai anak kandung. Kemudian bahwa di pihak lain 
tergugat I masih tetap tinggal bersama pewaris Sahude dan Bonga, 
sehingga patut diduga keberadaan tergugat I bersama pewaris Sahude 
dan Bonga tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan 
pewaris Sahude dan Bonga setelah perginya penggugat. Dengan 
demikian tergugat I yang mengambil peran sentral dalam memelihara dan 
mengurus baik selama masih hidup dan saat kematian maupun terhadap 
harta peninggalan pewaris Sahude dan Bonga. Di samping itu ternyata 
tergugat I mempunyai itikad baik, terbukti dengan masih tetap terpelihara 
dan terjaganya harta warisan pewaris Sahude dan Bonga selama rentang 
waktu kira-kira 41 tahun tanpa ada yang dijual lepas kepada orang lain. 
Dari hasil keempat aspek tersebut di atas, maka ketua majelis hakim 
memutuskan pembagian warisan yang seadil-adilnya antara anak laki-laki 
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Tahir Sahude sebagai penggugat dan anak perempuan Hamima sebagai 
tergugat I yaitu satu berbanding satu (1:1).  
Menurut penulis, penulis tidak sependapat dengan hasil putusan yang 
ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim yaitu satu berbanding satu (1:1) karena 
menyimpang dari Alquran dan hadist yang dimana hasil putusan ini kurang 
tepat tidak sesuai dengan Alquran dan hadist dalam pembagian warisan anak 
laki-laki dan anak perempuan yaitu dua berbanding satu (2:1). Penulis 
menilai bahwa hakim melihat dari aspek sosiologisnya yang menjelaskan 
bahwa kedudukan anak perempuan yaitu tergugat I memiliki prestasi besar 
kepada kedua orang tuanya, yang menjaga, merawat, mengasuh kedua 
orang tuanya semenjak hidup hingga meninggal dunia serta memiliki itikat 
baik untuk menjaga seluruh peninggalan warisan orang tua mereka yang 
sampai pada saat itu tidak ada yang terjual. Sedangkan anak laki-laki tidak 
memiliki prestasi apa-apa kepada orang tuanya selain sebagai anak 
kandung. Hakim tidak bisa menilai kasus ini dari aspek sosiologisnya saja 
sebab ketentuan dalam pembagian warisan anak laki-laki dan anak 
perempuan sudah ditetapkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan 
Alquran yaitu dua berbanding satu (2:1) bukan satu berbanding satu (1:1), 
sehingga apapun kasuistiknya dalam kasus pembagian warisan anak laki-laki 
dan anak perempuan harus tetap berpegang teguh pada Alquran yaitu dua 
berbanding satu (2:1). Kecuali apabila pada awal persidangan sewaktu hakim 
berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, kemudian masing-masing 
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kedua belah pihak setuju untuk melakukan perdamaian, barulah boleh dalam 
pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan ini tidak dua 
berbanding satu (2:1), karena masin-masing pihak antara penggugat dan 
tergugat dapat menyadari bagiannya masing-masing (Pasal 176 Kompilasi 
Hukum Islam) sehingga bisa saja bagiannya itu 2:1, 1:1, 1:2, 0:2 bahkan 2:0 
tergantung yang berperkara, sehingga Ketua Majelis Hakim dapat 
memutuskan pembagian waris ini sesuai dengan pertimbangan kedua belah 
pihak. Tetapi kasus ini bersengketa karena hakim tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak sehingga kasus ini harus diselesaikan 
sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran. Tetapi hakim 
kurang teliti dan menyikapi kasus ini sehingga menjatuhkan putusan yang 
tidak sesuai dengan Alquran yaitu dua berbanding satu (2:1). Penulis 
berpendapat bahwa putusan yang diputuskan Ketua Majelis Hakim dalam 
putusan ini yaitu satu berbanding satu (1:1) kurang tepat, karena yang 
seharusnya dalam pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan di 
dalam Alquran dan hadist itu dua berbanding satu (2:1) walaupun bentuk 
kasuistiknya itu seperti apa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dasar hukum hakim dalam menentukan ahli waris anak laki-laki dan anak 
perempuan terhadap kasus ini didasari oleh Alquran dalam segi keadilan 
yang dilihat dari kasuistik permasalahan kasus ini, sebab apabila 
pembagian waris ini dua berbanding satu (2:1) maka rugilah pihak 
tergugat I Hamima sebagai anak perempuan yang memiliki prestasi 
terhadap kedua orang tuanya selalu ada membantu dan berperan besar 
terhadap kedua orang tua mereka, sedangkan anak laki-laki yaitu Tahir 
Sahude sama sekali tidak mempunyai prestasi apa-apa selain sebagai 
anak kandung, di sini hakim menilai bahwa dilihat dari sisi keadilannya 
maka pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam kasus 
ini harus satu berbanding satu (1:1) agar pembagian warisan ini seimbang 
dan adil.  
2. Proses penemuan hukum dalam menetapkan bagian para ahli waris 
putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj, Ketua 
Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan putusan satu berbanding 
satu (1:1). Hakim menilai bahwa kasus ini dilihat dari aspek sosiologisnya 
yaitu anak perempuan yang merupakan tergugat I memiliki peran yang 
besar kepada kedua orang tuanya dan memiliki prestasi yang besar yaitu 
menjaga, merawat dan menemani kedua orang tuanya darinya hidup 
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hingga meninggal dunia serta berihtikat baik untuk tetap menjaga warisan 
yang menjadi obyek sengketa dengan baik, dan sampai pada saat itu 
obyek sengketa tersebut satupun tidak ada yang terjual. Sedangkan anak 
laki-laki yaitu penggugat tidak memiliki peran dan prestasi apa kepada 
kedua orang tuanya selain sebagai anak kandung. Tetapi walaupun anak 
laki-laki tidak memiliki prestasi apa-apa tetapi dia mempunyai tanggung 
jawab yang besar untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hakim dalam 
menjatuhkan putusan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Alquran 
dan hadist karena itu salah dimata hukum Islam. Intinya putusan yang 
telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu satu 
berbanding satu (1:1) merupakan suatu putusan yang kurang tepat 
karena menyimpang dari ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam 
dan Alquran. 
B. SARAN 
1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini, Majelis Hakim 
seharusnya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam 
Alquran dan hadist, karena hasil putusan yang diputuskan oleh Ketua 
Majelis Hakim dalam kasus ini satu berbanding satu (1:1) itu kurang 
tepat yang seharusnya dua berbanding satu (2:1) agar tidak 
menyimpang dari Alquran dan hadist. 
2. Majelis hakim harus lebih teliti dalam menyikapi eksepsi tergugat yang 
menyatakan bahwa gugatan penggugat itu kabur, tidak jelas atau 
obscuur libel yang dimana identitas obyek sengketa pada eksepsi 
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tergugat poin (a) yang disengketakan oleh penggugat salah 
penyebutannya, yang seharusnya sawah bukan empang. 
3. Para pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya hendaklah untuk  
hadir dalam persidangan dan membantu kelancaran proses 
pemeriksaan perkara sehingga persidangan bisa berjalan efektif dan 
efisien kemudian putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak 
menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. 
4. Supaya tetap terjaga tujuan dalam pemberlakuan sistem ini, 
hendaknya musyawarah antar ahli waris benar-benar menghasilkan 
putusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris, agar 
dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela. 
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